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ABSTRAK

PEMBERLAKUAN “OEANG REPOEBLIK INDONESIA” DAN
PENGARUHNYA DALAM BIDANG POLITIK
DAN EKONOMI (1945-1950)

Siti Nur Hadisah Baroroh
NIM. 08406241032

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh sejarah mata uang Indonesia
pertama setelah kemerdekaan yang tidak tercatat dengan sempurna dan terdapat
beberapa bagian yang perlu diketahui. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah
untuk (1) Mengetahui keadaan politik dan ekonomi sekitar pemberlakuan ORI; (2)
Menjelaskan proses pemberlakuan ORI dari permintaan pengeluaran ORI hingga
penarikan dari peredaran; (3) Menjelaskan tentang pengaruh ORI dalam bidang
politik dan ekonomi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Louis
Gottschalk. Adapun tahapan-tahapan penulisan antara lain: 1) Heuristik yaitu
pencarian atau pengumpulan sumber-sumber sejarah; 2) Kritik Sumber/ Verifikasi
dengan melakukan kritik ekstern dan intern untuk menentukan validitas (keaslian
sumber) dan kredibilitas sumber; 3) Analisis Sumber/ Interpretasi Yyaitu
menafsirkan dan mengalisa sumber-sumber sejarah yang akhirnya menghasilkan
suatu rangkaian peristiwa; 4) Historiografi/ Penulisan sejarah merupakan
penulisan, pemaparan hasil penelitian sejarah yang dilakukan.

Keadaan politik dan ekonomi sekitar pemberlakuan ORI sudah tentu tidak
stabil, karena adanya hambatan baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar
negeri (Belanda). Permintaan pengeluaran ORI pertama diusulkan oleh
Syafruddin Prawiranegara pada tahun 1945 yang kemudian berlaku secara resmi
tanggal 30 Oktober 1946. Adanya agresi militer Belanda | tahun 1947 membuat
Indonesia mengambil kebijakan dengan memberikan kewenangan kepada daerah
Untuk sementara menerbitkan mata uang sendiri yang dikenal dengan Urida.
Pengaruh ORI maupun Urida dalam bidang politik yaitu lambang utama negara
merdeka yang merupakan wujud kedaulatan penuh negara dalam mengatur
negaranya dan sebagai alat perjuangan bangsa, karena dengan adanya ORI
membuat masyarakat lebih percaya bahwa negaranya telah merdeka dan memiliki
pemerintahan sendiri. Dalam bidang ekonomi yaitu sebagai alat pembayaran yang
sah dan untuk membiayai revolusi. Penggunaan ORI maupun Urida oleh rakyat
merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Kata kunci: ORI, Urida, ekonomi, politik dan partisipasi rakyat
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Uang adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh umum sebagai
alat bantu dalam pertukaran atau dapat dikatakan sebagai barang yang
memiliki nilai di dalamnya.® Pentingnya peranan uang tidak hanya dapat
bermanfaat bagi peranan perorangan, melainkan sebagai penggerak roda
perekonomian secara keseluruhan. Uang juga mempunyai sifat dan dinamika
yang mampu menjelma sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara. Pemberlakuan mata uang biasanya hanya bertujuan untuk
dapat melaksanakan pembangunan perekonomian pemerintah agar dapat
berjalan lancar. Adapun mata uang pertama yang dimiliki Indonesia setelah
merdeka dikenal dengan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)?. Pemberlakuan
ORI tidak hanya untuk membangun perekonomian semata tetapi juga

mempunyai manfaat politis di dalamnya.
Sejarah mata uang Indonesia pada awal kemerdekaan memang tidak
tercatat dengan sempurna. Namun, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa

bagian yang perlu untuk diketahui. Sebelum Indonesia memproklamasikan

! Harry Waluya, Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 1993), him. 4.

2 Selanjutnya penulisan Oeang Repoeblik Indonesia hanya ditulis ORI.
ORI merupakan mata uang pertama Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah
sendiri setelah kemerdekaan untuk menggantikan mata uang Jepang sebagai alat
pembayaran yang sah.



kemerdekaan, bangsa Indonesia diduduki oleh Jepang selama tiga setengah
tahun.

Perekonomian di Indonesia pada masa pendudukan Jepang didominasi
oleh perusahaan-perusahaan asing dan para pedagang etnis Cina. Sedangkan
gerak ekonomi rakyat Indonesia sangat sempit, hanya dibatasi untuk pertanian
dan pedagang kecil. Hal ini dapat dilihat ketika Jepang mewajibkan rakyat
Indonesia untuk menanam pohon jarak sebagai bahan pelumas yang
digunakan untuk keperluan perang, selain itu rakyat juga diwajibkan
menyerahkan sebagian hasil panennya seperti kopi, tembakau, dan teh ke
pemerintah Jepang. Disamping itu, rakyat Indonesia juga dilatih militer oleh
Jepang terutama pemuda-pemuda Indonesia guna mempertahankan wilayah
Indonesia.’

Pengerahan pangan dan tenaga kerja secara paksa pada masa
pendudukan Jepang mengakibatkan timbulnya kelaparan, terutama pada tahun
1944 dan 1945. Keadaan ini bertambah buruk ketika Jepang memanfaatkan
rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan perang dalam membentuk Asia
Timur Raya. Pemerintahan pendudukan Jepang juga mengeluarkan peraturan-
peraturan baru untuk mengendalikan dan mengatur kembali hasil-hasil utama
Indonesia seperti beras, karet, gula, teh, kopi, dan lada. Peraturan ini
mengakibatkan terputusnya hubungan dengan pasar-pasar ekspor tradisional.

Hal ini menyebabkan timbulnya kekacauan dalam bidang perekonomian dan

® Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta:
DEPDIKBUD, 1975), him. 63.



tingginya tingkat kelaparan di masyarakat yang banyak menimbulkan korban
jiwa. Meskipun kekacauan dan tingginya tingkat kelaparan hanya terjadi
sekitar dua setengah tahun, namun memiliki dampak yang besar pada tahun-
tahun berikutnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut menimbulkan
kekacauan dan penderitaan yang menjadikan tahun-tahun terburuk dari depresi
yang tampak ringan.*

Lepas dari sektor perekonomian, pemerintahan pendudukan Jepang
juga membanjiri Indonesia dengan mata uang Jepang yang mendorong
terjadinya peningkatan inflasi terutama sejak tahun 1943 sampai awal tahun
1946. Pada pertengahan tahun 1945 mata uang Jepang bernilai sekitar 2,5
persen dari nilai nominalnya. Setelah Jepang menyerah terhadap Sekutu pada
tanggal 15 Agustus 1945, secara tidak langsung seluruh wilayah yang
dahulunya dikuasai oleh pendudukan pemerintah Jepang beralih ke pihak
Sekutu, termasuk wilayah Indonesia.

Tentara Sekutu yang datang ke Indonesia diwakili oleh Inggris.
Namun, sebelum tentara Sekutu datang ke Indonesia, bangsa Indonesia sudah
memasuki babak baru yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal yang
sangat ditunggu-tunggu untuk menentukan nasib sebagai bangsa dan tanah air
yang merdeka, menyusun tenaga kita sendiri, tetap percaya pada kekuatan

sendiri yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI).”

* Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern terj. Dharmono
Hardjowidjono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), him. 300.

> Hoetaoeroek, M., Sedjarah Umum: Masa Sesudah Perang Dunia Il
(1945-1970) Ed. P. J. Suwarno, (Djakarta: Erlangga, 1970), him. 9.



Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17
Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno di jalan Pegangsaan Timur 56
dihadiri oleh puluhan orang, yang kemudian disusul dengan pemindahan
kekuasaan Jepang ke tangan bangsa Indonesia.® Keadaan politik dan ekonomi
Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan tidak serta merta ikut membaik.
Dalam memperbaiki keadaan politik, pemerintah Rl melakukan konsolidasi ke
dalam. Kemudian pemerintah Rl melakukan perbaikan perekonomian dan
keuangan bangsa Indonesia yang sangat buruk yang merupakan salah satu
dampak dari pendudukan Jepang. Meskipun demikian, pemerintah Rl yang
baru berdiri tersebut belum dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang.’

Peredaran uang Jepang belum dapat dikendalikan, tentara Sekutu yang
diwakili oleh Inggris sudah masuk ke wilayah Indonesia, yang di dalamnya
terdapat NICA (Nederlandsche Indische Civiele Administratie) atau Belanda.?
Pada masa peralihan ini, Belanda berusaha untuk menduduki Indonesia
kembali dengan cara mengacaukan perekonomian Indonesia dan melakukan
agresi militer. Belanda mengacaukan perekonomian Indonesia dengan
mengedarkan simpanan mata uang Jepang dan mengeluarkan mata uang baru,

yang menimbulkan peningkatan inflasi.

® Sartono Kartodirdjo, dkk., Negara dan Nasionalisme Indonesia, (Jakarta:
Grasindo, 1995), him. 63.

’ Sumitro Djojohadikusumo, Persoalan Ekonomi di Indonesia, (Djakarta:
Indira, 1953), him. 20.

® Moedjanto, G., Indonesia Abad Ke-20 I, (Yogyakarta: Kanisius, 1988),
him. 99.



Menanggapi sikap Belanda tersebut, pemerintah RI mengeluarkan
pernyataan yang berisi penolakan penggunaan uang NICA dan menyatakan
bahwa uang NICA bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, pada
tanggal 6 Maret 1946, panglima Sekutu secara resmi mengumumkan
berlakunya uang NICA pada daerah-daerah pendudukan pasukan Sekutu
sebagai pengganti uang pemerintah pendudukan Jepang.

Upaya NICA dalam mengedarkan uang di wilayah Jawa dan Sumatra
sering mendapat perlawanan dari rakyat yang tidak jarang menimbulkan
kekerasan.® Pemberlakuan uang NICA yang didukung oleh pihak Sekutu
tersebut membuat pemerintah Rl melakukan hal yang sama yaitu mencetak
uang kertas Republik Indonesia pertama yang dikenal dengan ORI, yang
diberlakukan secara resmi pada tanggal 30 Oktober 1946. Penyebaran ORI ke
seluruh wilayah Rl mengalami banyak hambatan terutama setelah Belanda
melakukan agresi pertama tahun 1947. Sehingga pemerintah memberikan
kewenangan pada daerah untuk menerbitkan mata uang atau alat pembayaran
yang sah dan berlaku terbatas pada daerahnya masing-masing yang disebut
Uang Republik Indonesia Daerah (Urida).

Setelah pemberlakuan ORI dan Urida di berbagai wilayah yang
dikuasai RI, pertumbuhan ekonomi masyarakat masih berjalan lambat. Hal ini
disebabkan keadaan politik Republik Indonesia yang masih belum stabil,

kebijakan pemerintah yang berganti-ganti dan pertumbuhan penduduk yang

® Mohammad Iskandar, “Oeang Repoeblik” dalam Kancah Revolusi,

Jurnal Sejarah Vol.6 No. 1, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004), him.

48.



relatif cepat.’® Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran ORI belum bisa
menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, tetap memiliki pengaruh yang
berarti dalam perjuangan bangsa Indonesia.

ORI mulai beredar tanggal 30 Oktober 1946 dan ditarik kembali dalam
bulan Maret 1950, hanya berlangsung 3 tahun 5 bulan. Meskipun demikian,
pemberlakuan ORI telah mendukung pemerintah Rl dalam mengatur segala
administrasi, mengorganisasi dan memperkuat tentaranya, serta memelihara
keamanan dan ketertiban serta mengurus kesejahteraan rakyat dalam perang
melawan Belanda.

Pemberlakuan ORI tidak hanya merupakan suatu lambang (atribut)
negara yang merdeka dan berdaulat, akan tetapi juga sebagai “Instrument of
Revolution” (alat perjuangan revolusi). ORI mempunyai pengaruh dalam
kehidupan pilitik maupun ekonomi. Selain itu, kehidupan politik dan ekonomi
saling mempengaruhi secara interdependen (saling kebergantungan). Stabilitas
politik sangat mempengaruhi dapat tidaknya suatu kebijakan ekonomi
diberlakukan. Tingkat perkembangan ekonomi sangat menentukan pola pikir
dan toleransi di bidang politik.** Tanpa stabilitas politik, maka pembangunan
ekonomi tidak mungkin diselenggarakan dan tidak mungkin pula ditempuh

kebijakan keuangan dan moneter yang terencana dan konsisten.

19} EMHANAS, Ekonomi Pancasila, (Jakarta: Aqua Prees, 1989), him.

118.

1 Kwik Kian Gie, Analisis Ekonomi Politik Indonesia, (Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama, 1994), him. 3.



Berdasarkan uraian di atas penulis mengkaji secara mendalam tentang
pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) dan pengaruhnya dalam
bidang politik dan ekonomi (1945-1950). Penulis tertarik untuk mengetahui
secara rinci tentang bagaimana keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan ORI
baik keadaan ekonomi maupun politik. Selain itu, ketertarikan penulis terletak
pada pemberlakuan ORI yang tidak hanya berpengaruh dalam bidang ekonomi
saja, tetapi juga memiliki pengaruh secara politik yaitu sebagai alat
perjuangan dan atribut sebagai negara yang merdeka yang keberadaannya

ternyata tidak begitu diketahui oleh masyarakat.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang
dikaji adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana keadaan politik dan ekonomi pada saat pemberlakuan ORI1?
2. Bagaimana proses pemberlakuan ORI?

3. Bagaimana pengaruh ORI dalam bidang politik dan ekonomi?

. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui keadaan politik dan ekonomi pada saat

pemberlakuan ORI.



b. Memberikan penjelasan tentang proses pemberlakuan ORI dari
permintaan pengeluaran ORI hingga penarikan dari peredaran.

c. Memberikan penjelasan tentang pengaruh ORI dalam bidang politik
dan ekonomi.

2. Tujuan Umum

a. Penulisan skripsi merupakan salah satu sarana untuk melatih daya pikir
kritis, analisis dan objektif dalam melakukan penulisan suatu karya
sejarah.

b. Mampu menerapkan ilmu metodologi penelitian sejarah dan
historiografi yang telah diperoleh selama mengikuti kuliah, sehingga
diharapkan mencapai penelitian yang berkualitas.

c. Menambah khasanah karya ilmiah sejarah yang berguna di masa yang

akan datang.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul
Pemberlakuan “Oeang Repoeblik Indonesia” dan Pengaruhnya dalam Bidang
Politik dan Ekonomi adalah sebagai berikut:
1. Bagi Penulis
a. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai sejarah
diberlakukannya “Oeang Repoeblik Indonesia” dan pengaruhnya

dalam bidang politik dan ekonomi (1945-1950).



b. Penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi penulis
untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan dan kemampuan
penulis dalam menganalisis suatu peristiwa sejarah, serta
menyajikannya dalam suatu karya ilmiah yang objektif.

c. Guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana
pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

2. Bagi Pembaca

a. Setelah membaca skripsi ini diharapkan pembaca dapat memperoleh
gambaran objektif tentang pemberlakuan “Oeang Repoeblik
Indonesia” dan pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi (1945-
1950).

b. Menumbuhkan niat untuk mempelajari lebih dalam lagi nilai-nilai
kesejarahan baik peristiwa maupun yang lain.

c. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi informasi atau

acuan penelitian yang sejenis.

E. Kajian Pustaka

Penulisan sebuah penelitian diperlukan suatu kajian pustaka. Kajian
pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi
landasan dalam pemikiran. Penelitian bisa hanya menggunakan kajian pustaka

atau kajian teori atau menggunakan kedua-duanya.'® Melalui kajian pustaka

2 Daliman, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi, (Yogyakarta:

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas llmu Sosial dan Ekonomi UNY, 2006), him.

3.
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ini penulis mendapatkan pustaka-pustaka atau literatur yang akan digunakan
dalam penelitian sejarah.

ORI merupakan mata uang pertama Indonesia setelah merdeka, mata
uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan untuk
menggantikan mata uang Jepang atau mata uang yang berlaku saat itu sebagai
alat pembayaran yang sah. Uang merupakan suatu alat pembayaran untuk
mendapatkan suatu barang, sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan
sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan
pemberlakuan ORI adalah monetary reform yang dikenal dengan istilah
politik sanering uang (penyehatan uang), yaitu tindakan pemerintah untuk
menghilangkan kondisi mata uang tidak sehat yang beredar dalam masyarakat
dengan cara memperbaharui nilai mata uang atau mengganti uang lama
dengan mengeluarkan uang baru.*?

Peredaran uang Jepang yang saat itu merupakan alat pembayaran yang
sah tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah dan menimbulkan harga produk-
produk pertanian semakin mahal, bahkan orang-orang kota tidak dapat
membeli bahan pangan dengan uang melainkan harus dengan barang-barang

konsumsi.** Jumlah uang Jepang yang beredar kira-kira 1500 juta rupiah®

13 “Menjehatkan Keoeangan”, dalam Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober
1946, him. 1.

4 Anton Haryono, Dari Rakyat Legitimasi Dibangun, Kepada Rakyat
Eksploitasi Diarahkan: Indonesia Pra Kolonial, Kolonial, dan Pasca Kolonial.
Dalam Indonesia Alternatif, (Yogyakarta: tp, 2003), him. 92.
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Jepang telah diedarkan oleh angkatan perang Jepang dan ketika Belanda
masuk ke Indonesia lagi dengan membonceng Sekutu, Belanda mengedarkan
sisa simpanan persedian uang Jepang ke peredaran yang menyebabkan
terjadinya hiperinflasi.*®

Keterpurukan ini berlanjut ketika panglima sekutu mengumumkan
pada tanggal 6 Maret 1946 mulai berlaku uang NICA pada daerah-daerah
yang menjadi daerah pendudukan pasukan Sekutu sebagai pengganti uang
pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, Belanda telah melakukan blokade
laut yang dimulai sejak bulan November 1945 dengan pelaksanaan yang keras
oleh Belanda terhadap Indonesia.!” Pemasukan kas negara semakin sedikit jika
dibandingkan dengan pengeluaran yang sangat besar untuk menjalankan roda
pemerintahan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia,
sekaligus menangkal dampak negatif tindakan NICA, pemerintah Republik
Indonesia mengeluarkan maklumat pada 2 Oktober 1945 yang menyatakan
bahwa uang Hindia Belanda yang baru tidak berlaku di wilayah RI.*®

Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa uang-uang tersebut bukan

merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selanjutnya pemerintah

> Sejak tahun 1944, istilah “gulden” telah diubah menjadi “rupiah”,
walaupun istilah “rupiah” sudah digunakan sejak tahun 1833. Lihat M. Dawam
Rahardjo, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah, (Jakarta: LP3ES), him. 48.

' Ibid, him. 21.

7 Sumitro Djojohadikusumo, op.cit., him. 12.

'8 Mohammad Iskandar, op.cit., him. 45.
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Indonesia melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki perekonomian
terutama dalam mengatasi peredaran uang Jepang yang semakin tidak
terkendali dengan mengeluarkan mata uang ORI.

Pengeluaran Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) didasarkan pada
undang-undang tanggal 1 Oktober 1946 No0.7/1946 dan undang-undang
tanggal 25 Oktober 1946 No0.19/1946 (I1).** Sebelum pemberlakuan ORI,
pemerintah melakukan persiapan dengan menghimbau pada masyarakat untuk
menyimpan sebagian besar uang-uang mereka di dalam bank.?’ Hal ini
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah peredaran uang di masyarakat.
Namun, beredarnya ORI bersamaan dengan uang NICA juga menimbulkan
kesulitan bagi penduduk terutama daerah perbatasan antara Republik dengan
yang diduduki oleh NICA.

Adanya agresi militer Belanda yang pertama, peredaran ORI semakin
tersendat. Dalam keadaan darurat ini, penyebaran uang semakin tidak lancar
dan dikhawatirkan terjadi kelangkaan persediaan uang. Sehingga pemerintah
memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan mata uang
sendiri untuk sementara, yang berlaku terbatas hanya di wilayah

diberlakukannya uang tersebut. Uang Daerah terkenal dengan Urida (Uang

1 Oey Beng To, Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid | (1945-
1958), (Jakarta: LPPI, 1991), him. 80.

20 “Oendang-oendang Tentang Kewadjiban Menjimpan Oeang di Bank”,
dalam Kedaulatan Rakjat, 09 Oktober 1946, him. 1.
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Republik Indonesia Daerah)?. Pengeluaran Urida berdasarkan Peraturan
Pemerintah No0.19 Tahun 1947. Urida pertama di Pulau Jawa adalah Uang
Kertas Darurat untuk Daerah Banten (Uridab) dengan emisi pertama
tertanggal 15 Desember 1947. Urida yang pertama kali di Pulau Sumatra
adalah Uang Republik Indonesia Daerah Sumatera atau URIPS dengan emisi
pertama tertanggal 11 April 1947.

Adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung pada
tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 merupakan akhir dari
persengketaan antara Indonesia dengan Belanda karena Belanda mau
mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dengan
konsekuensi negara Republik Indonesia (RI) menjadi Republik Indonesia
Serikat (RIS) dan seluruh hutang Belanda menjadi hutang Indonesia. Bank
sirkulasi RIS adalah De Javanesche Bank (DJB), selama RIS masih berhutang
pada Belanda. Adanya kesepakatan tersebut menjadikan penarikan ORI dan
sejenisnya sebagai alat pembayaran yang sah harus ditarik dari peredaran dan
menggantikannya dengan uang DJB (uang federal).??

Diberlakukannya ORI dan sejenisnya dalam bidang ekonomi adalah
sebagai alat pembayaran yang sah dan pembiayaan revolusi guna
memperlancar jalannya perekonomian masyarakat Indonesia dan jalannya
roda pemerintahan. Selain itu, secara tidak langsung akan mengurangi

peredaran uang di masyarakat yang terjadi saat itu, karena terjadi penarikan

2! pada tahun 1946 sudah banyak daerah yang menggunakan “u” sebagai
pengganti “oe”. Lihat Mohammad Iskandar, op.cit., him. 57.

22 M. Dawam Rahardjo, op.cit., him. 54.
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mata uang Jepang, terutama ketika masyarakat mendukung dikeluarkan ORI
tersebut dapat mempercepat menurunkan inflasi yang terjadi saat itu.
Pemberlakuan ORI berpengaruh pula dalam bidang politik sebagai alat
perjuangan bangsa Indonesia, yaitu sebagai alat ukur penyatuan bangsa yang
terbentuk dari penggunaan ORI dan sejenisnya oleh masyarakat merupakan
partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain itu,
dengan memberlakukan uang sendiri lebih terlihat bentuk kedaulatan sebagai
negara yang merdeka dan lebih meyakinkan rakyat bahwa Indonesia sudah

merdeka.

F. Historiografi yang Relevan
Historiografi adalah sebuah rekonstruksi sejarah melalui proses
menguji dan menganalisis secara kritis rekaman-rekaman peninggalan masa
lampau. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi
imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan
menempuh proses menguji dan menganalisis secara kritis semua rekaman dan
peninggalan masa lampau.?®
Penyajian sebuah rekonstruksi masa lampau diperlukan sumber
sebagai modal utama agar dapat tercipta suatu karya tulis yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan sebuah karya sejarah,

historiografi yang relevan menjamin keaslian suatu karya sejarah, sebagai

2 Louis Gottschalk, “Understanding History: A primer of Historical
Method”, a.b, Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah, (Jakarta: Universitas
Indonesia press, 1975), him. 35.
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bahan referensi sekaligus perbandingan. Sehingga hal ini merupakan hal
pokok diantara tugas-tugas yang lain yang harus dilaksanakan sebelum
penulisan sejarah.

Historiografi dapat berupa buku, desertasi, tesis, ataupun skripsi yang
kebenarannnya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berpedoman pada
karya-karya yang memenuhi syarat diharapkan suatu karya sejarah dapat
bersifat objektif. Meskipun demikian, subjektivitas merupakan suatu hal yang
tidak dapat dihindarkan. Tujuan dari historiografi yang relevan dalam hal ini
adalah suatu proses pengumpulan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
sebelumnya oleh sejarawan untuk membedakan tulisan penulis dengan karya
orang lain yang dipakai sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan ini terdapat beberapa historiografi yang relevan antara lain
yang pertama adalah skripsi yang berjudul ‘“Peranan = Soemitro
Djojohadikusumo di Bidang Ekonomi Pada Masa Kemerdekaan-Demokrasi
Parlementer (1945-1957)” yang ditulis oleh Galuh Yeni Oktora dari Jurusan
Pendidikan Sejarah, tahun 2006, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi
Galuh ini menjelaskan tentang peranan Soemitro Djojohadikusumo dalam
membangun perekonomian Indonesia. Skripsi ini memberikan gambaran
tentang perekonomian sekitar pemberlakuan ORI yaitu setelah kemerdekaan
namun sebelum demokrasi parlementer.

Kedua, skripsi yang berjudul “Dinamika Bank Sentral Indonesia 1946-
1968” yang ditulis oleh Handono Adam Sukhajat dari prodi Ilmu Sejarah,

tahun 2009, Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE, Universitas Negeri
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Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang dinamika Bank Sentral Indonesia
di awal kemerdekaan dan peranan dari Bank Sentral Indonesia dalam
mengatur sirkulasi peredaran uang di masyarakat. Keterkaitan Bank Sentral
Indonesia di awal kemerdekaan dengan ORI yaitu peranan Bank Negara
Indonesia dalam membantu mengedarkan ORI atau menyebarkan ORI ke
berbagai wilayah Indonesia.

Persamaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi tersebut adalah sama-
sama terkait dalam perekonomian Indonesia di awal kemerdekaan. Sedangkan
perbedaan antara kedua skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada
pembahasan atau penekankan dalam penulisan skripsi. Dalam skripsi ini,
penulis lebih menekankan pada pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia
baik ORI maupun Urida yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah

dan pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi (1945-1950).

G. Metode Penelitian
Metode penelitian berasal dari kata method dalam bahasa Inggris yang
berarti jalan atau cara. Secara Etimologi, metode adalah masalah yang
menguraikan tentang cara-cara atau jalan, petunjuk pelaksanaan secara

teknis.** Kemudian, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa

% Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

1996), him. 635.
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secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau.”® Dalam
kedudukannya sebagai ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah.?
Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta
(kebenaran sejarah) yang terletak pada kesediaan sejarawan untuk meneliti
sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan dapat mengungkap sejarah
secara obyektif. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah Kkritis
dengan tahapan-tahapan penulisan sesuai yang dikemukakan Louis
Gottschalk?” sebagai berikut:
1. Heuristik
Heuristik berasal dari bahasa Yunani “heuriskein” yang berarti
mencari atau menemukan dan mengumpulkan jejak masa lampau yang
dipakai sebagai data sejarah. Dengan kata lain, heuristik mempunyai
pengertian pencarian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah. Sumber
yang digunakan dapat berupa buku-buku, dokumen dimana buku tersebut
ditulis oleh orang yang menyaksikan peristiwa tersebut kemudian
dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam hal ini penulis melakukan
pencarian sumber sebanyak-banyaknya berkaitan dengan permasalahan.

Heuristik dapat diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

2% Louis Gottschalk, op.cit., him. 32.

%6 Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, (Jakarta: Depertemen

Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), him. 60.

7 Dalam bukunya “Understanding History: A primer of Historical
Method”, yang dialih bahasa oleh Nugroho Notosusanto dengan judul “Mengerti
Sejarah”.
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Sumber primer sebagai kesaksian seseorang dengan mata kepala
sendiri atau menggunakan alat mekanik.?® Sumber primer yang digunakan
penulis berupa Arsip dan Surat Kabar, adapun beberapa sumber arsip
antara lain:

a. Arsip Surat Kementerian Keoeangan Jogjakarta No. R.1-1-2/ Rahasia
terkait dengan kertas percetakan ORI.

b. Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.14 Tahun
1948 tentang perantaraan bank-bank pemerintah dalam peredaran
uang.

c. Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.27 Tahun
1948 tentang kedjahatan-kedjahatan dalam keadaan bahaja jang dapat
dihukum dengan hukuman mati, salah satu isinya terkain dengan
hendak menguntungkan diri sendiri.

d. Arsip Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peminjaman uang
kepada Bank Rakjat di Jogja.

e. Surat Pengumuman Menteri Negara RI Koordinator Keamanan
No0.1/11 tahun 1949 tentang uang RI (URI) tetap sebagai alat
pembayaran yang sah, Juli 1949.

f. Arsip Kementerian Penerangan: Oendang-oendang No 19 th. ’46
tentang pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia dan Penjelasannya.

g. Arsip Jawatan Kepolisian Negara N0.1382/Pam dan No0.29/ Pam

tentang tabel ORI yang resmi dari seratus rupiah hidjau.

28 Louis Gottschalk, op.cit., him. 37.
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h. Arsip Jawatan Kepolisian Negara No. 358/T.0/33/2/R/E terkait
pembawaan ORI baru dari daerah pendudukan.

I. Arsip Jawatan Kepolisian Negara tentang pedoman pekerdjaan sub
bagian ekonomie terkait dengan pengawasan peredaran uang.

J. Arsip Syafruddin Prawiranegara No. 1 tentang Majalah Sikap: Dua
tahun uang Republik Indonesia.

k. Arsip Kementerian Dalam Negeri tentang Koetipan Pemberitahuan.

Adapun sumber primer dalam bentuk Surat Kabar, antara lain:

a. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 03 Mei 1946.

b. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 17 September 1946.

C. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 01 Oktober 1946.

d. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 02 Oktober 1946.

e. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 04 Oktober 1946.

f. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 09 Oktober 1946.

g. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 10 Oktober 1946.

h. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 26 Oktober 1946.

i. Surat kabar “Kedaulatan Rakjat”, 28 Oktober 1946.

J. Surat Kabar “Merdeka”, 27 Juli 1946, dan sebagainya.

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan
merupakan saksi pandangan mata, yakni seseorang yang tidak hadir pada
peristiwa yang dikisahkan. Sumber sekunder yang digunakan penulis
berupa buku-buku pendukung tema skripsi ini. Adapun buku-buku yang

penulis gunakan selama menyusun skripsi adalah sebagai berikut:
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Buku yang berjudul “Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi” karya
Mohammad Iskandar. Diterbitkan oleh Yayasan Masyarakat Indonesia
pada tahun 2004.

Buku yang berjudul “Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid |
(1945-1958)” karya Oey Beng To. Diterbitkan oleh LPPI pada tahun
1991.

Buku yang berjudul “Persoalan Ekonomi di Indonesia” karya Sumitro
Djojohadikusumo. Diterbitkan oleh Indira pada tahun 1953.

Buku yang berjudul “Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman” karya R.M
Margono Djojohadikusumo. Diterbitkan oleh Indira, tanpa tahun terbit.

Kajian pustaka yang penulis gunakan didapatkan dari beberapa

tempat sebagai berikut:

a.

Perpustakaan Laboratorium Program Studi Pendidikan Sejarah FIS
UNY.

Perpustakaan FIS UNY.

Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta.

Perpustakaan Daerah Yogyakarta.

Arsip daerah Yogyakarta.

Perpustakaan Kolese ST. Ignatius.

Jogja Library Center.

. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Perpustakaan Nasional.

Museum Bank Indonesia.
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2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik sumber adalah upaya menyelidiki apakah jejak-jejak yang
ditemukan, setelah heuristik “benar” adanya, betul-betul dapat dijadikan
bahan penulisan. Kritik sumber dilakukan untuk menentukan validitas
(keaslian sumber) dan kredibilitas sumber-sumber sejarah yang berhasil
dikumpulkan sehingga terhindar dari kepalsuan. Sumber yang telah
diperoleh tadi dikritik secara ekstern (otentisitas) dan intern (kredibilitas).

Kritik ekstern bertujuan untuk mengetahui keaslian sumber yang
meliputi penelitian terhadap bentuk sumber, tanggal, waktu pembuatan,
serta siapa pembuat atau pengarangnya. Sedangkan kritik intern bertujuan
untuk melihat dan meneliti kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah
yang meliputi kebenaran isi sumber atau dokumen sejarah yang meliputi
kritik terhadap isi, bahasa yang digunakan, situasi pada saat penulisan,
gaya maupun ide.

Kritik ekstern digunakan penulis melihat kertas, tanggal, waktu
pembuatan dan nama pengarang. Kemudian untuk meneliti isi sumber
dengan cara meneliti tulisan atau ejaan, bahasa, dan gaya penulisan yang
digunakan pembuat atau pengarangnya pada sumber-sumber yang
ditemukan, penulis melalui kritik intern. Setelah memperoleh sumber-
sumber sejarah dan dilakukan kritik ekstern dan intern, maka akan terlihat
atau terdapat fakta sejarah. Dengan menggunakan kedua kritik tersebut,
penulis mendapatkan fakta-fakta sejarah. Sehingga kritik sumber dapat

dikatakan sangat penting dalam penelitian sejarah.
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3. Analisis Sumber (Interpretasi)

Interpretasi adalah menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji
kebenarannya, kemudian menganalisa sumber-sumber yang pada akhirnya
menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Dalam tahap ini penulis berusaha
mencermati dan mengungkapkan data-data yang diperoleh. Berbagai fakta
yang lepas satu sama lain dirangkum dan dihubung-hubungkan serta
menjadi kesatuan yang harmonis serta masuk akal. Peristiwa yang satu
dimasukkan ke dalam keseluruhan konteks peristiwa-peristiwa lain yang
melingkupinya.?

Analisis sumber (interpretasi) dilakukan dengan membandingkan
buku yang satu dengan buku yang lain atau mencari persamaan dari
sumber-sumber yang telah dikritik. Sehingga tidak semua fakta yang
relevan dimasukkan dan melakukan penyesuaian terhadap fakta yang
relevan, tetap bersikap obyektif. Hal ini penting karena seorang sejarawan
bebas menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga terkadang
menimbulkan perbedaan penafsiran antara sejarawan yang satu dengan
yang lain. Penulis melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang
diperoleh sehingga hasil akhirnya dapat disajikan menjadi suatu karya

sejarah tentang ORI yang diharapkan dapat bersifat obyektif.

2° Nugroho Notosusanto, Norma-Norma dalam Pemikiran dan penulisan

Sejarah, (Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1988), him. 17.
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4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah.
Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil
penelitian sejarah yang dilakukan. Penulisan yang dilakukan peneliti
berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sehingga pada tahap ini penulis sejarah
memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar
mutu citera sejarah. Kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau dapat
dilakukan dengan heuristik literatur, yang tidak berbeda hakikatnya
dengan kegiatan bibliografis yang lain, sejauh menyangkut buku-buku
tercetak.*

Skripsi yang berjudul “Pemberlakuan “Oeang Repoeblik
Indonesia” dan Pengaruhnya Dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945-
1950)” akan menyajikan tentang keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan
ORI baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Lalu dilanjutkan dengan
penulisan proses pemberlakuan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI) yang
merupakan mata uang pertama Indonesia setelah merdeka. Kemudian

menganalisis pengaruh ORI tersebut dalam bidang politik dan ekonomi.

H. Pendekatan Penelitian
Penulisan ini menjelaskan keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan
ORI, proses pemberlakuan ORI, dan pengaruh ORI dalam bidang politik dan

ekonomi. Keadaan Indonesia sekitar pemberlakuan ORI dalam konteks

%0 | uois Gottschalk, op cit., hIm. 35.
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ekonomi dan politik memerlukan teori dan metodologi. Dengan teori dan
metodologi dilakukan analisis tentang faktor-faktor kausal (sebab-akibat),
kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dari
sejarah yang dikaji. Permasalahan inti dalam teori dan metodologi yang
digunakan dalam penelitian sejarah adalah pendekatan. Pendekatan adalah
dari segi mana penulis memandang suatu permasalahan. Pendekatan yang
digunakan memberi bantuan dalam menganalisis suatu kejadian.

Penulisan skripsi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan
politik, pendekatan ekonomi dan sosiologis. Menurut Sartono Kartodirdjo,
pendekatan politik adalah pendekatan yang menyoroti struktur kekuasaan,
jenis kepemimpinan, hierarki sosial, pertentangan kekuasaan dan lain
sebagainya.*! Pendekatan politik digunakan penulis untuk memahami keadaan
politik Indonesia, baik mengenai pertentangan kekuasaan antara pihak
Indonesia dengan Indonesia sendiri, maupun pihak Indonesia dengan Belanda.

Pendekatan ekonomi merupakan penjabaran dari konsep-konsep
ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang berhubungan
dengan sistem sosial dan stratifikasinya dapat mengungkapkan peritiwa atau
fakta dalam kehidupan ekonomi. Pendekatan ekonomi memiliki kaitan antara
masyarakat dengan pemerintah sebagai pemegang kedudukan yang

menjalankan roda perekonomian. Pendekatan ekonomi ini penting untuk

%1 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi
sejarah, (Jakarta: Gramedia, 1992), him. 4.
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memperkuat dan mendukung analisa penulis tentang pengaruh ORI dalam
bidang politik dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan sosiologis melihat segi-segi sosial peristiwa yang dibahas,
seperti konflik antar golongan berdasarkan kepentingan ideologis dan
lainnya.** Pendekatan sosiologis memberi gambaran tentang keadaan
masyarakat dari segi mata pencaharian, pendidikan, kepercayaan dan
sebagainya. Pendekatan sosiologis digunakan penulis untuk melihat pengaruh

sosial akibat diberlakukannya ORI tersebut.

Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi ini guna memperolen gambaran yang jelas dan
menyeluruh mengenai skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara
ringkas. Sistematika pembahasan ini dituangkan dalam lima bab, setiap bab
terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:
BAB1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, historiografi yang
relevan, metode penulisan, pendekatan penulisan, serta sitematika

pembahasan.

32 Ipid.,
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BAB Il KEADAAN INDONESIA SEKITAR PEMBERLAKUAN ORI

Bab ini membahas mengenai keadaan ekonomi yang meliputi
hiperinflasi, blokade laut yang dilakukan Belanda, dan kekosongan kas
negara. Kemudian dilanjutkan dengan membahas kejadian-kejadian politik
meliputi konflik intern, agresi militer Belanda | dan Il, lbukota RI di
Yogyakarta. Selain itu, juga membahas secara singkat tentang Konferensi
Meja Bundar (KMB). Keadaan sekitar ORI ini sebagian merupakan
pendorong pemberlakuan ORI dan sebagian yang mengiringi berjalannya atau

pemberlakuan ORI tersebut.

BAB 11l PEMBERLAKUAN ORI

Bab 11l ini membahas mengenai pengusulan pengeluaran ORI,
persiapan percetakan ORI, pengeluaran ORI, penyebaran ORI ke berbagai
wilayah Indonesia, pengeluaran Urida setelah terjadinya agresi militer
Belanda dan penarikan ORI dan Urida dari peredaran setelah terjadinya

kesepakatan dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).

BAB IV PENGARUH ORI DALAM BIDANG POLITIK DAN EKONOMI

Bab IV ini membahas mengenai pengaruh ORI dalam bidang politik
dan ekonomi Indonesia (1945-1950), sehingga dapat dikatakan ORI sebagai
lambang utama negara merdeka, alat perjuangan, alat pembayaran, alat
pembiayaan revolusi dan dampak ORI dalam kehidupan masyarakat

Indonesia.
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BABVY KESIMPULAN
Bab ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telas
dicantumkan dalam bab pertama. Jawaban dikemukakan secara singkat, padat,

dan jelas.



BAB I1
KEADAAN INDONESIA PADA SAAT
PEMBERLAKUAN ORI
A. Keadaan Ekonomi Indonesia
1. Hiperinflasi (Inflasi Sangat Tinggi)

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga umum yang disebabkan
karena peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Sedangkan untuk
penawaran jumlah barang dan jasa yang termaksud tidak meningkat secara
seimbang.! Begitu juga ketika Jepang masuk ke wilayah Hindia Belanda®
tidak hanya melakukan invasi secara militer tetapi juga melakukan invasi
secara ekonomi dengan memberlakukan uang Jepang (money invasion)® ke
wilayah Indonesia, uang Jepang tersebut tanpa tahun dan tanpa tanda
tangan®.

Uang Jepang yang beredar di wilayah Indonesia pada awalnya
berupa tujuh pecahan yaitu: 1 sen, 5 sen, 10 sen, % gulden, 1 gulden, 5
gulden, dan 10 gulden. Meskipun pendudukan Jepang mengedarkan uang
sendiri, uang-uang pemerintahan Hindia Belanda lainnya masih tetap

berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tahun 1944, Jepang

! Oey Beng To, Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid | (1945-1958),
(Jakarta: LPPI, 1991), him. 44.

2 Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua (PD 1) lebih dikenal sebagai
Hindia Belanda.

% Money Invasion merupakan uang invasi yang dikeluarkan oleh
pemerintahan pendudukan Jepang. Bentuk uang Jepang, lihat lampiran 16, him.

130.

* Tim Penulis LP3ES, Bank Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1995), him. 49.
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mencetak dan mengedarkan lagi uang Jepang berupa 50 sen hingga 100
rupiah. Khusus untuk daerah Sumatra, uang 100 rupiah dicetak tersendiri

di Jepang.

Kekalahan Jepang terhadap Sekutu pada pertengahan Agustus 1945
meninggalkan berbagai kekacauan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Pemerintah RI yang baru merdeka ini mempunyai tanggungan yang sangat
berat. Pemerintah RI harus membiayai pengeluaran yang sangat besar dan
memperbaiki perekonomian buruk serta inflasi yang sangat tinggi
(hiperinflasi). Sumber inflasi adalah peredaran mata uang Jepang di
Indonesia yang tidak terkendali tanpa diimbangi penyediaan barang dan
jasa yang dibutuhkan. Perkiraan uang Jepang yang beredar di masyarakat
sekitar 4 milyar dan peredaran uang di Jawa saja diperkirakan sekitar 1,6
milyar.°

Jumlah uang dalam peredaran di masyarakat semakin bertambah
ketika pasukan Sekutu (Inggris) membonceng pasukan NICA
(Nederlandsche Indische Civiele Administratie) atau orang-orang Belanda
datang ke Indonesia. Belanda berusaha mencoba menegakkan kembali
pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pada saat itu, NICA dan sekutu
berhasil menduduki kota-kota besar di Indonesia dan mendapatkan

persediaan uang Jepang yang tersimpan di bank-bank dalam jumlah yang

® Ibid, him. 50.

® Mohammad Iskandar, “Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi”,

Jurnal Sejarah Vol.6 No. 1, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004), him.

43.
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besar. Uang yang dikuasai NICA tersebut dipakai sebagai alat untuk
menekan Indonesia dan mengacaukan situasi moneter di daerah-daerah
yang dikuasai Republik Indonesia (RI), dengan cara menyebarkan uang
Jepang tersebut dalam peredaran yang diperkirakan masih 2,5 milyar yang
kemudian oleh NICA diedarkan untuk pembiayaan operasi militer dan
membiayai para pegawai yang direkrut dari kalangan pribumi dengan gaji
yang cukup besar bila dibandingkan dengan gaji rata-rata pegawai atau
buruh yang berada di bawah koordinasi Sekutu. Hal ini dilakukan tidak
lain untuk mendapatkan simpati dari masyarakat agar lebih simpati
terhadap Belanda.’

Tindakan NICA dengan menghambur-hamburkan uang Jepang
menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini merupakan
salah satu tindakan Belanda untuk mengacaukan perekonomian RI dan
usaha untuk menguasai kembali Indonesia dengan mengacaukan
perekonomian RI. Selain itu, perbendaharaan pemerintah Rl yang baru
didirikan hanya mempunyai persediaan uang dengan jumlah yang terbatas
untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan roda
pemerintahan.

Peredaran mata uang Jepang di masyarakat yang sangat banyak
membuat masyarakat menderita kerugian yang sangat besar. Kelompok
masyarakat yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman

pendudukan Jepang mereka adalah satu-satunya penghasil (produsen) dan

" Ibid., him. 44.
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karena itu mereka yang paling banyak memiliki dan menyimpan uang
Jepang.® Selain itu, pemerintah RI belum dapat menghentikan peredaran
mata uang Jepang disebabkan negara RI sendiri belum memiliki sarana,
sumber daya untuk menangani permasalahan keuangan tersebut dan belum
adanya mata uang baru sebagai pengganti mata uang Jepang.

Sekiranya terdapat mata uang baru untuk menggantikan uang
Jepang saat itu, maka usaha penarikan mata uang lama dan pengeluaran
mata uang baru masih belum bisa dilakukan karena terdapat kesepakatan
tidak akan mengeluarkan mata uang baru sebelum terciptanya stabilitas
ekonomi dan apabila terdapat uang baru maka itu tidak dibenarkan.
Sehingga untuk sementara waktu pemerintah Rl menyatakan tiga mata
uang Yyang berlaku di wilayah RI sebagaimana diumumkan oleh
pemerintah pada tanggal 1 Oktober 1945, yaitu uang Kkertas yang
diterbitkan oleh De Javasche Bank antara tahun 1925-1941, uang yang
dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1940-1941 serta uang
Jepang di Jawa. Selain uang kertas, uang logam yang berlaku adalah uang
yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942,
terdiri dari uang emas, perak, nikel, dan uang tembaga®.

Keterpurukan perekonomian bangsa Indonesia berlanjut ketika

pada tanggal 6 Maret 1946, Letnan Jenderal Sir Montagu Stompfort

® Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI Jaman Jepang dan
Jaman Republik Indonesia, (Jakarta: DEPDIKBUD, 1975), him. 216.

® Tim Penulis LP3ES, op.cit., him. 50.
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(panglima AFNEI yang baru) mengumumkan berlakunya uang NICA™
pada tempat-tempat yang diduduki oleh Sekutu. Uang tersebut dikenal
dengan nama uang NICA atau uang merah. Uang NICA terdiri dalam 9
pecahan, mulai dari 50 sen hingga 100 gulden'*. Uang NICA ini
dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat
turun. Kurs ditentukan 3% vyaitu setiap 1 uang Jepang berbanding dengan 3
sen uang NICA.*2

Pencetakan dan pengedaran mata uang NICA ini sebenarnya
merupakan pelanggaran dari undang-undang De Javasche Bankwet 1922
yang memberi hak monopoli kepada De Javasche Bank sebagai bank
sirkulasi yang memiliki wewenang mengeluarkan dan mengedarkan uang
di wilayah Hindia-Belanda. Sedangkan uang NICA dicetak bulan
Desember 1942 di Amerika Serikat oleh American Banknote Company
atas pesanan pemerintah kerajaan Belanda. Selain itu, terdapat persetujuan
tidak akan ada mata uang baru sebelum ada penyelesaian situasi politik
mengenai status Indonesia.™

Akhirnya pemerintah Rl menyatakan tidak berlakunya uang NICA
dan tidak pernah diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RI.

Pemerintah tetap berusaha untuk menanggulangi permasalahan mata uang

1% Gambar uang NICA terlihat di lampiran 16, him. 130.

! Kata “gulden” dalam penulisan ini merupakan mata uang baru Belanda
atau NICA.

12 Nugroho Notosusanto,op.cit., him. 217.

3 M Dawan Rahardjo, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa,
(Jakarta: LP3ES, 1955), him. 49.
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ini. Setahun sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 30 Oktober 1946,
pemerintah RI baru dapat memberlakukan uang kertas baru yang dikenal
dengan nama ORI. Dalam memperlancar menjalankan roda pemerintahan,
maka pemerintah juga melakukan pinjaman uang kepada Bank Rakyat di
Yogyakarta setengah juta rupiah yang dimaksudkan sekedar buat
penjagaan kalau sewaktu-waktu pemerintah Rl memerlukan uang dan

kebetulan tidak ada persediaan uang kontan.'*

2. Blokade Ekonomi Belanda

Penyerahan Jepang terhadap Sekutu dan proklamasi kemerdekaan
telah dikumandangkan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945,
banyak sumber daya alam yang dimiliki. Pada awal kemerdekaan, wilayah
RI memiliki banyak sumber daya alam pertanian yang sangat dibutuhkan
berbagai negara di dunia, terutama setelah Perang Dunia 11 (PD II)
berakhir. Harga barang-barang ditaksir sangat tinggi yang sebenarnya
dapat membantu memperbaiki perekonomian RI yang baru merdeka saat
itu. Namun, barang-barang tersebut tidak dapat diekspor ke negara lain
disebabkan adanya blokade laut yang dilakukan oleh Belanda.

Blokade laut tersebut menutup pintu keluar masuk perdagangan Rl

oleh Angkatan Laut Belanda.’> Adapun jumlah barang-barang yang dapat

1 Arsip Kementerian Dalam Negeri 1945-1949, Peminjaman Uang, 25
Juni 1948. Lihat daftar lampiran 8, him. 116.

1> Nugroho Notosusanto, op.cit., him. 215.
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diekspor keluar negeri ketika terjadinya blokade tersebut jumlahnya sangat
kecil apabila dibandingkan dengan jumlah barang ekspor yang ada,
sedangkan jalan yang ditempuh untuk dapat mengekspor barang keluar
negeri sangat sulit karena berbagai dalih Belanda. Hal ini disebabkan
blokade laut dilakukan dengan keras oleh pihak Belanda terhadap RI.
Blokade Belanda telah dimulai pada bulan November 1945 dan kemudian
dengan resmi dicantumkan dalam sebuah surat keputusan yang
dikeluarkan oleh Letnan-Gubernur-Jenderal Belanda pada tanggal 29
Januari 1947. Berkenaan dengan surat keputusan tersebut pihak Belanda
menamakannya sebagai peraturan perdagangan Belanda, tetapi bagi setiap
peneliti yang tidak berat sebelah akan lebih cenderung menamakannya
sebagai sebuah blokade.*
Terdapat tiga alasan atau dalih yang digunakan pemerintah
Belanda untuk mengenakan peraturan-peraturan blokade antara lain, yaitu:
a. Mencegah dimasukkannya senjata-senjata dan alat-alat militer lainnya
ke wilayah Indonesia.

b. Mencegah dikeluarkannya barang-barang yang dikatakannya
kepunyaan perkebunan-perkebunan asing.

c. Melindungi bangsa Indonesia daripada diperintah kembali oleh bukan

bangsa Indonesia.'’

16 Sumitro Djojohadikusumo, Persoalan Ekonomi di Indonesia, (Djakarta:
Indira, 1953), him. 12.

7 Ipid, him. 13.
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Alasan Belanda tersebut sebenarnya dapat dikatakan tidak masuk
akal. Berkenaan dengan alasan pertama, barang yang dianggap militer atau
separuh militer hanya Belanda yang menetapkannya. Kedua, mengenai
ekspor barang-barang, dalam hal ini tidak terdapat ketegasan antara barang
yang ditanam oleh perkebunan-perkebunan maupun barang yang ditanam
oleh rakyat. Kemudian untuk alasan yang ketiga dimaksudkan untuk
membatasi perdagangan di daerah-daerah RI dan di luar negeri.

Akibat dari blokade ini, pemerintah RI tidak dapat mengekspor
barang-barang ke luar negeri, sehingga sebagian barang-barang yang
biasanya dapat diekspor dibumihanguskan. Selain itu, Indonesia menjadi
kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan guna
memperbaiki perekonomian Indonesia seperti tekstil dan obat-obatan.
Padahal pada awal kemerdekaan, pemerintah semata-mata hanya
bergantung pada produksi petani. Produksi petani merupakan dasar pokok
dari kehidupan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah RI
berhasil bertahan sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sangat buruk.®

Adanya produksi petani membantu pemerintah RI untuk berusaha
sekuat tenaga dalam menghadapi blokade laut yang dilakukan oleh
Belanda. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk penembusan blokade
yaitu dengan melakukan sesuatu yang menarik perhatian luar negeri
terhadap Indonesia guna melepaskan diri dari isolasi ekonomi dengan

negara lain, seperti diplomasi beras kepada India yang sedang ditimpa

18 Ibid, him. 23.
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bahaya kelaparan dengan menjanjikan 500.000 ton beras. Sebagai
imbalannya pemerintah RI akan menerima ganti bahan pakaian yang
sangat dibutuhkan oleh rakyat. Secara politis, diplomasi beras ini sangat
berpengaruh, terbukti India yang paling aktif membantu perjuangan
diplomasi Indonesia-Belanda di forum internasional.™

Usaha lainnya dari pemerintah adalah mengadakan hubungan
dagang langsung dengan luar negeri serta menjamin modal asing
(investasi) yang berada di Indonesia.”® Usaha ini dirintis oleh BTC
(Banking and Trading Corporation) yang merupakan suatu badan
perdagangan  semi-pemerintah  yang  dipimpin  oleh  Sumitro
Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. BTC ini berhasil mengadakan
hubungan dagang langsung dengan perusahaan swasta Amerika Serikat
(Insbranton Inc). Pada awal kemerdekaan, pemerintah RI belum sempat
melakukan tindakan-tindakan yang terkonsep untuk memecahkan
masalah-masalah yang mendesak. Sehingga dalam hal ini terlihat jelas
bahwa blokade ini tidak lain bertujuan untuk menekan perekonomian RI

dalam bidang ekonomi.

% Nugroho Notosusanto, op.cit., him. 219.

20 sudiyo, Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan

Kemerdekaan, (Jakarta: PT Asdi Mahasastya, 2004), him. 113.
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3. Kekosongan Kas Negara

Sejak kemerdekaan diproklamasikan RI pada bulan Agustus 1945,
pemerintahn Rl  mempunyai tugas untuk mengkonsolidasi dan
menyempurnakan alat-alat penghubung dalam pemerintahan yang hampir
tidak terpikul karena sangat berat dan besarnya.”* Hal ini disebabkan
turunnya produksi masyarakat secara hebat, yang disebabkan oleh
hancurnya sebagian besar peralatan produksi. Hancurnya sebagian besar
peralatan produksi ini kemudian mengakibatkan produksi barang-barang
ekspor selama beberapa tahun tidak dapat melebihi tingginya ekspor
sebelum terjadinya perang.

Selain turunnya hasil produksi, kekosongan kas negara juga
disebabkan semakin berkurangnya (defisit) neraca perdagangan yang besar
selama beberapa tahun, defisit anggaran belanja pemerintah RI, dan
terjadinya pengeluaran secara besar-besaran di bidang militer untuk
mempertahankan kemerdekaan RI.?? Begitu juga dengan keadaan moneter
Indonesia yang sangat buruk sekali karena peningkatan peredaran uang di
masyarakat cukup tinggi dengan jumlah yang sangat besar yang akhirnya
menimbulkan hiperinflasi.

Uang yang masuk untuk menjalankan roda pemerintahan justru
sebaliknya yakni sangat kecil. Perbendaharaan pemerintah Rl yang baru

berdiri hanya mempunyai pemasukan uang yang sangat minim atau uang

2L Ipid, him. 20.

22 Oey Beng To, op.cit., him. 2.
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yang ada jauh dari mencukupi dalam menjalankan roda pemerintahan
seperti suatu negara yang telah stabil. Pemasukan pemerintah berasal dari
pajak-pajak dan bea masuk lainnya.?® Dengan kata lain perbendaharaan
pemerintah pada waktu itu hampir kosong, sedangkan pengeluaran
pemerintah begitu sangat besar terutama untuk membiayai perang

melawan Belanda.

B. Kejadian-kejadian Politik Awal Pemerintahan RI
1. Konflik Intern

Proklamasi kemerdekaan Rl pada tanggal 17 Agustus 1945,
banyak terdapat perjuangan fisik dan militer disamping usaha-usaha
politik (diplomasi) untuk memperoleh pengakuan resmi kemerdekaan
Indonesia, baik pengakuan dari pihak Belanda maupun dunia
internasional. Bangsa Indonesia tetap gigih mempertahankan kemerdekaan
yang telah diproklamirkan. Kegigihan para pejuang memperlihatkan tekad
bulat untuk membela tanah air Indonesia, terutama dalam melakukan
perlawanan terhadap Belanda. Namun, terdapat pula ketegangan dan
permusuhan di antara sesama pejuang Indonesia. Sehingga terkadang
menimbulkan pertentangan di antara kekuatan-kekuatan politik yang
sangat memprihatinkan.

Pertentangan timbul karena terdapat selisin pendapat dan

perbedaan sikap tampak berkaitan dengan berbagai masalah politik yang

23 Nugroho Notosusanto, op.cit., him. 215.
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ada, salah satunya mengenai tindakan yang diambil untuk menghadapi
Belanda. Ketegangan dan permusuhan yang berlangsung menghambat
kelancaran jalannya roda pemerintahan RI. Hal ini berawal ketika
pemerintah Rl mengeluarkan maklumat pada tanggal 3 November 1945
tentang pembentukan partai-partai politik (multi partai) yang bertujuan
menghindari terjadinya kediktatoran dan sebagai tempat penyaluran aliran
paham masyarakat. Pembentukan suatu partai dengan syarat bahwa partai-
partai harus turut serta memperkuat perjuangan R1 dalam mempertahankan
kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.**

Maklumat tersebut merupakan tanggapan atas usul Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) kepada pemerintah.
Pengeluaran maklumat tersebut bertujuan untuk menghilangkan kesan di
luar negeri tentang pemerintah RI merupakan ciptaan Jepang, adanya
kesadaran yang semakin luas di kalangan masyarakat tentang fungsi partai
untuk menyalurkan ide yang sehaluan. Selain itu, untuk memperlihatkan
bahwa RI lahir dari keinginan rakyat sendiri dan bercorak demokrasi.
Sehingga sentimen-sentimen masyarakat yang lebih demokratis ini dapat
muncul sebagai kekuatan.?®

Terbentuknya suatu partai merupakan suatu pengelompokan politik

dalam masyarakat menurut aliran-aliran yang pada perkembangannya

2% Slamet Muljana, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai
Kemerdekaan, (Yogyakarta: LKIS, 2008), him. 77.

2 Onghokham, “Revolusi Indonesia: Mitos dan Realita”, Prisma No.8
tahun X1V, (Jakarta: LP3ES, 1985), him. 8.
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menimbulkan persaingan antar partai sendiri. Persaingan ini menimbulkan
perebutan kekuasaan yang membawa keretakan dalam menghadapi musuh
khususnya (Belanda) dan perpecahan dalam masyarakat pada umumnya.”®
Hal ini disebabkan munculnya partai-partai menimbulkan sikap loyalitas
dan antagonisme yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,
seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Selama masa perjuangan untuk
memperoleh kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka terdapat berbagai
kendala dan rintangan di dalamnya. Salah satu peristiwa yang sangat
menyedihkan dengan banyaknya korban di dalamnya karena adanya
perebutan kekuasaan (coup) antara pemerintah RI dengan PKI di bawah
pimpinan Muso?’ yang terjadi di Madiun pada tanggal 18 September
194878

Perebutan kekuasaan antara pemerintah Rl dan PKI menimbulkan
penganiayaan dan pembunuhan yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam
menghadapi peristiwa tersebut, pemerintah Rl melakukan serangan dengan
mengerahkan T.N.I dari Divisi Siliwangi dan Divisi Jawa Timur di bawah
pimpinan Kolonel Sungkono. Pasukan PKI juga melakukan serangan

dengan perang gerilya yang menelan banyak korban di antara rakyat di

25 | bid, him. 6.

2" Muso merupakan pemimpin dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang
mengadakan pembaharuan struktur organisasi politburo PKI dan berhasil
mengumpulkan massa. Selanjutnya, berusaha menggulingkan pemerintahan RI
dan berusaha mengganti Rl dengan pemerintahan komunis. Lihat Nugroho
Notosusanto, op.cit., him. 57.

8 Kansil, C.S.T dan Julianto, Sejarah Perjuangan Pergerakan

Kebangsaan Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 1972), him. 56.
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Magetan dan Ponorogo. Penumpasan PKI di Madiun berakhir setelah
Muso tertembak mati pada peristiwa tersebut.”® Meskipun demikian,
perang saudara ini melemahkan kedudukan Indonesia dan menjadi

keadaan yang sangat menguntungkan pihak Belanda.®

. Agresi Militer Belanda | dan 11

Agresi militer | terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, pihak Belanda
menyebut agresi militer | dengan “politionele actie”, yang artinya Belanda
datang ke wilayah RI bertugas untuk mengatur ketertiban dan keamanan
seperti “tindakan kepolisian” karena Belanda masih merasa bahwa
Indonesia masih menjadi miliknya. Hal ini diikuti dengan serangan-
serangan (agresi) tentara Belanda ke daerah yang dikuasai Republik
Indonesia baik di Jawa maupun di Sumatra dengan mengerahkan
Angkatan Darat, Laut dan Udaranya. Bangsa Indonesia menamakannya
Agresi militer Belanda | dengan perang kemerdekaan I, karena pihak
Belanda dianggap sebagai pihak penyerang (agresor) untuk menggagalkan
atau tidak mengakui proklamasi kemerdekaan RI.** Tujuan agresi tidak
lain adalah untuk mematahkan perlawanan Rl dan menguasai Indonesia

kembali di bawah kekuasaan Belanda.

2 Oey Beng To, op.cit., him. 7.
%0 Kansil, C.S.T dan Julianto, op.cit., him. 57.

%! Sudiyo, op.cit, him. 120.
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Agresi militer ini banyak memakan korban jiwa dan harta benda
rakyat. Selain itu, berakibat jatuhnya sebagian daerah Republik (kota-kota)
ke tangan Belanda. Dalam menghadapi agresi militer tersebut, bangsa
Indonesia tetap mempertahankan kemerdekaan Rl dengan melancarkan
perang gerilya dan terus menerus menggempur kota-kota yang diduduki
Belanda tersebut.*?Agresi militer Belanda ini menimbulkan kecaman dari
dunia, seperti negara India dan Australia. Kedua pemerintahan tersebut
mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda segera
dimasukkan dalam daftar pembicaraan Dewan Keamanan PBB (Persatuan
Bangsa-Bangsa). Permintaan tersebut diterima pada tanggal 31 Juli 1947.%

Dewan Keamanan PBB kemudian memerintahkan untuk
menghentikan permusuhan kedua belah pihak dengan melakukan
pengawasan gencatan senjata. Selain itu, Dewan keamanan PBB
membentuk KTN (Komisi Tiga Negara) yang bertugas sebagai perantara
dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia-Belanda. KTN terdiri dari
Australia (pilihan Indonesia), Belgia (pilihan Belanda), dan Amerika
Serikat (pilihan Australia dan Belgia). KTN mulai meminta perundingan
yang merupakan perundingan ketiga di atas kapal “Renville” (kapal
Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Tanjung Priok) diterima dan

ditandatangani oleh kedua delegasi pada tanggal 17 Januari 1948.%

%2 Kansil C.S.T dan Juionto, op.cit, him. 54.
%% Nugroho Notosusanto, op.cit, him. 49.

% Kansil, C.S.T dan Julianto, op.cit., hIm. 55.
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Namun, perjalanan perundingan Renville juga tidak dapat berjalan lama
karena pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi
militer 11.

Agresi Militer Belanda Il terjadi pada tanggal 19 Desember 1948
dengan menyerbu Yogyakarta yang pada waktu itu menjadi Ibukota negara
RI dan berhasil diduduki Belanda. Pada saat agresi militer tersebut,
Presiden, Wakil Presiden, beberapa orang Menteri serta pejabat-pejabat
tinggi ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Bangka, Sumatra Utara.®
Agresi Militer 11 terjadi ketika keadaan negara RI belum siap. Hal ini
disebabkan baru mengadakan konsolidasi ke dalam wilayah RI sendiri,
sehingga pemerintah RI belum mengadakan perlawanan terhadap serangan
Belanda yang kemudian oleh pihak Belanda mengatakan bahwa RI telah
kalah dan sudah tidak berdaya lagi.

Pemerintah dalam menanggapi pernyataan tersebut dengan
melakukan perang gerilya. Sehingga pernyataan Belanda tentang
ketidakberdayaan pemerintah Indonesia tidak benar. Selain itu, setelah
Ibukota Yogyakarta diduduki oleh Belanda, perlawanan dari gerilyawan
cukup besar untuk mengacaukan tentara Belanda. Serangan dilakukan
setiap malam secara mendadak. Taktik yang digunakan dalam perang
gerilya adalah menghilang jika diserang, muncul dn menyerang jika

musuh diam.®

% Ibid, him. 57.

%6 Slamet Muljana, op.cit., him. 215.
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Satu kali tentara gerilya berhasil mengadakan serangan umum
secara besar-besaran yang mengejutkan pihak Belanda dan berhasil
menguasai kembali ibukota RI selama 6 jam. Peristiwa ini terkenal dengan
Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogya. Meskipun demikian, dampak
yang dihasilkan dari keberhasilan menguasai ibukota RI sangat besar dan
menyita perhatian dari luar negeri. Sehingga Rl mendapat dukungan dari

berbagai negara untuk menekan Belanda agar mengakui kedaulatan R1.*’

Ibukota R1 di Yogyakarta

Kekalahan Jepang pada bulan Agustus 1945 pada Sekutu secara
tidak langsung membuat daerah yang dahulu menjadi pendudukan Jepang,
termasuk Indonesia menjadi berada di bawah pengawasan pihak Sekutu.
Pasukan Sekutu diwakili Inggris mendarat di Indonesia berboncengan
dengan NICA (Nederlandsche Indische Civiele Administratie) pada bulan
September 1945. Hal ini terlihat jelas keinginan Belanda untuk kembali
menguasai Indonesia yang tidak jarang menimbulkan bentrokan bersenjata
antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR)*® dengan pasukan NICA.

Bentrokan tersebut menunjukkan tanggung jawab untuk mempertahankan

%7 Sudiyo, op.cit., him. 123.

%% TKR merupakan suatu tentara kebangsaan yang di bawah pemerintah

pusat dan diharapkan menjadi penopang pemerintah dengan segala kebijakannya.
Lihat G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 I, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), him.

120.
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kemerdekaan Indonesia pada umumnya yang telah diproklamasikan.®
Meskipun hasil dari pertempuran kalah dalam bidang militer (fisik), tetapi
bangsa Indonesia menang di bidang moral (semangat). Rakyat Indonesia
tidak mempedulikan abu pertempuran, tetapi mendapatkan api semangat
yang sangat berkobar. Sementara itu, Indonesia mulai mendapat simpati
dari luar negeri dan inilah kemenangan yang tidak terlihat.*°

Kepindahan ibukota negara RI dari Jakarta ke Yogyakarta tepatnya
pada tanggal 3 Januari 1946 dipandang perlu. Kepindahan ini dilaksanakan
karena banyak gedung umum di Jakarta digunakan oleh tentara Sekutu dan
pemerintah RI tidak dapat melaksanakan tindakan secara leluasa.** Selain
itu, semakin meningkatnya kekacauan dan teror yang terjadi di Jakarta
waktu itu, yang dilakukan oleh militer Belanda tanpa dihalangi oleh pihak
Sekutu. Kepindahan ibukota negara tersebut dapat diartikan suatu bentuk
protes dingin RI terhadap Sekutu.*?

Yogyakarta dalam waktu singkat dibanjiri pegawai-pegawai
instansi yang ikut pindah ke kota itu. Pemerintah RI juga mulai kembali
menyatukan masyarakat dengan demokratisasi dan reorganisasi

pemerintah yang mengakomodasi kelompok-kelompok gerakan rakyat.*?

% Kansil, C.S.T dan Julianto, op.cit., him. 52.
0 G. Moedjanto, op.cit., him. 18.

* sartono Kartodirdjo, dkk., Negara dan Nasionalisme Indonesia Ed. P.J
Suwarno, (Jakarta: Grasindo, 1995), him. 75.

*2 Oey Beng To, op.cit., him. 49.

3 Sartono Kartodirdjo, dkk., loc.cit.,
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Namun, kepindahan ibukota RI ke Yogyakarta tidak langsung membawa
angin segar bagi keamanan ibukota RI. Pasukan Belanda menyerbu
Yogyakarta dari arah Semarang yang kemudian menangkap Presiden,
wakil Presiden, beberapa orang menteri dan pejabat-pejabat tinggi. Setelah
penangkapan pemimpin-pemimpin Rl tersebut menurut Belanda
merupakan akhir dari adanya pemerintahan RI. Akan tetapi ternyata
Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera
Barat segera bertindak dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik
Indonesia (P.D.R.1) di Sumatera yang terletak di daerah Bukit Tinggi pada

tanggal 22 Desember 1948.

C. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Atas prakarsa Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru, pada
tanggal 20-23 Januari 1949, di New Delhi diselenggarakan suatu konferensi
khusus bagi bangsa Indonesia, yang dihadiri oleh Sembilan belas wakil dari
negara Asia, beberapa negara Arab, Ethiopia dan Australia. Putusan kemudian
disampaikan kepada Dewan keamanan untuk bertindak lagi. Dewan
memutuskan pembentukan UNCI (United Nations Commission for Indonesia)
dengan wewenang yang lebih luas dan dapat mengambil keputusan
berdasarkan persetujuan dua diantara tiga anggotanya.

Perlawanan terhadap Belanda semakin meningkat, terutama peristiwa
mengejutkan bagi pihak Belanda adalah serbuan tentara RI ke dalam kota

Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 dan menguasai kota tersebut selama
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enam jam. Akhirnya terjadi perundingan keempat kalinya pada tanggal 14
April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem dan pihak
Belanda oleh van Royen dibawah pengawasan UNCI. Pada tanggal 7 Mei
1949 tercapailah persetujuan yang dikenal dengan nama “Roem- van Royen
Statement”, yang salah satunya berisi tentang pembebasan pemimpi-pemimpin
RI serta segera mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB). Pada bulan Juli
1949 Presiden Soekarno dan semua pejabat lainnya dikembalikan ke
Yogyakarta. Kemudian, presiden Soekarno mengirimkan utusan ke Sumatera
Tengah untuk memberikan penjelasan tentang kesepakatan perundingan
dengan Belanda. Utusan tersebut terdiri dari Moh. Natsir, Dr Laemeda dan Dr.
Halim. Beberapa hari kemudian Syafruddin Prawiranegara kembali ke
Yogyakarta untuk menyerahkan kembali mandat sebagai kepala Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia kepada presiden RI pada tanggal 13 Juli 1949.
Persetujuan gencatan senjata antara pihak Belanda dengan Indonesia
pun tercapai pada tanggal 1 Agustus 1949, yang berlaku mulai 11 Agustus
1949 di Jawa dan 15 Agustus 1949 di Sumatera. Setelah itu, delegasi Belanda
dipimpin oleh Van Maarseveen, Indonesia mengirimkan wakil RI yang
diwakili oleh Mohammad Hatta dan delegasi BFO (Bijzonder Federall
Overleg) diwakili oleh Sultan Hamid ke Den Haag (Nederland) untuk
menghadiri konferensi Meja Bundar (KMB). Adapun tujuan dari KMB adalah

menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda dengan cara yang
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adil dan pengakuan kedaulatan terhadap RI yang nyata, penuh dan tanpa
syarat kepada RI dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949.%
Hasil-hasil pokok dari KMB antara lain ialah:

1. Keadaan Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang
sepenuhnya, tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada Republik
Indonesia Serikat.

2. Penyerahan Kedaulatan itu akan dilakukan selambat-lambatnya pada
tanggal 30 Desember 1949.

3. Tentang Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun
setelah penyerahan kedaulatan kepada RIS.

4. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-
Belanda yang akan dikepalai oleh Raja Belanda.

5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik kembali dari Indonesia dengan
catatan bahwa beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.

6. Tentara Kerajaan Belanda akan secepat mungkin ditarik mundur dari
Indonesia, sedangkan tentara kerajaan Hindia-Belanda (KNIL) akan
dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang akan dimasukkan
dalam kesatuan-kesatuan TNI.*

Persetujuan mengenai KMB menuai hasil yaitu 2 November 1949

yaitu menghendaki pengakuan kedaulatan lengkap dan tanpa syarat oleh

Pemerintah Belanda sebelum tanggal 30 Desember 1949 atas seluruh daerah

# Kansil, C.S.T dan Julianto, op.cit, him. 60.

 Ibid, him. 55.
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Hindia Belanda kecuali Irian Barat. Kemudian Indonesia yang awalnya
merupakan negara Republik berubah menjadi Republik Indonesia Serikat
(RIS) yang merupakan suatu negara Federal yang meliputi Republik Indonesia
dan 15 daerah yang telah dibentuk oleh Belanda. Persetujuan KMB disahkan
olen pemerintah RI dengan Undang-Undang No0.10/1949 tertanggal 14
Desember 1949.

Negara RIS berlangsung tidak lebih dari satu tahun. Hal ini
dikarenakan bentuk negara federal tidak sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia dan jiwa proklamasi. Selain itu, setelah pengakuan kedaulatan
timbul berbagai pergolakan di negara-negara bagian. Selanjutnya beberapa
negara bagian meletakkan status kenegaraannya dan bergabung dengan RI.
Berdasarkan hal tersebut, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dihapuskan

dan dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). %

“8 Ibid, him. 61.
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PEMBERLAKUAN ORI
A. Pengusulan Pengeluaran ORI

Pengusulan pengeluaran ORI dari kalangan masyarakat yang relatif
terbatas sebenarnya sudah ada. Mereka mendesak agar pemerintah Republik
Indonesia (RI) segera menerbitkan mata uang sendiri sebagai pengganti mata
uang Jepang yang masih berlaku pada waktu itu, salah satunya Menteri
Keuangan Sjafruddin Prawiranegara. Beliau adalah orang yang pertama kali
mengusulkan agar pemerintah RI segera menerbitkan mata uang sendiri (ORI)
sebagai pengganti mata uang Jepang kepada Wakil Presiden Mohammad
Hatta, ketika menjadi Menteri Muda Keuangan di zaman kabinet Syahrir I1.*
Namun, karena keterbatasan dana, sarana prasarana dan langkanya tenaga ahli
di bidang keuangan tersebut membuat pengusulan tentang pengeluaran ORI
untuk sementara waktu diabaikan.

Tindakan yang diambil pemerintah RI untuk menanggulangi tindakan
NICA tentang pencetakan uang, pemerintah Rl mengeluarkan maklumat pada
tanggal 2 Oktober 1945 yang berisi tentang tidak berlakunya uang NICA di
wilayah RI. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya maklumat 3 Oktober

1945.2 Pemerintah RI menyadari bahwa bahwa kekuasaan mereka pada waktu

! M. Dawam Rahardjo, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah, (Jakarta:
LP3ES, 1955), him. 55.

2 Mohammad Iskandar, “Oeang Repoeblik Dalam Kancah Revolusi”,
Jurnal Sejarah Vol. 6 No.1, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004), him.
45,

50
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itu belum dapat menjangkau wilayah di luar Pulau Jawa sehingga langkah

pertama lebih dipusatkan di Pulau Jawa.

Pengeluaran maklumat ternyata mendapatkan sambutan yang baik dari
rakyat Indonesia. Misalnya, di wilayah Yogyakarta pada saat dikeluarkannya
maklumat tersebut, para pelajar sekolah menengah secara spontan
mengumpulkan uang NICA, kemudian memusnahkannya. Selanjutnya Barisan
Kaum Buruh menyatakan kesetiaan mereka terhadap RI serta menentang
peredaran uang kertas yang bertuliskan Nederlandsch Indie.* Untuk wilayah
Jakarta dan Semarang, banyak pedagang pribumi tidak mau menerima
pembayaran terhadap dagangannya dalam bentuk mata uang NICA. Akibatnya
tidak jarang menimbulkan konfik atau kekerasan antara orang NICA dengan
masyarakat pribumi.

Panglima tentara Sekutu (Inggris), Brigadir Jenderal Bethell®
mengeluarkan “Surat Perintah” mengenai penggunaan senjata dan mata uang
pada tanggal 6 Oktober 1945. Surat tersebut secara tidak langsung mendukung
maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah RI tentang tiga mata uang yang
sah sebagai alat pembayaran yaitu uang kertas De Javasche Bank 1925-1941,
uang Hindia-Belanda 1940-1941, dan uang kertas yang diterbitkan Bala

tentara Dai Nippon di Jawa.® Sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran uang

% Surat Kabar “Merdeka”, 7 Oktober 1945. Lihat Mohammad Iskandar,
op.cit., him. 46

* Seseorang yang ikut bertanggung jawab atas keadaan keamanan di
Indonesia pasca penyerahan Jepang. Ibid.,

> Tim Penulis LP3ES, Bank Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1995), him. 50.
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NICA sering mendapat penolakan dari rakyat Indonesia yang setia terhadap
RI.

Keputusan tentang pemberlakuan mata uang NICA sebagai alat
pembayaran yang sah merupakan desakan Gosen (Direktur Keuangan NICA)
kapada van Mook. Gosen beralasan pemberlakuan mata uang NICA penting
karena semakin menipisnya jumlah persediaan mata uang Jepang dan
pernyataan Panglima Tertinggi Sekutu yang menyatakan kesediaan
pemerintah RI untuk menerima uang NICA tersebut. Disisi lain, terdapat
desakan masyarakat kepada pemerintah RI tentang penerbitan mata uang
sendiri semakin meningkat.

Pemerintah Rl melakukan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) ke-3 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1945 berisi
tentang pernyataan Wakil Presiden Mohammad Hatta tentang masalah mata
uang di wilayah RI1 agar segera diselesaikan. Hal ini dianggap penting karena
NICA menggunakan mata uangnya sebagai alat untuk mengacaukan
perekonomian dan moneter RI.° Namun keterbatan sarana maupun alat-alat
penunjang dalam pembuatan ORI pada waktu itu membuat pemerintah RI
belum berani mengeluarkan suatu pernyataan resmi pengeluaran mata uang Rl
akan diterbitkan. Meskipun demikian, persiapan pengeluaran ORI mulai
dirintis oleh pemerintah RI yang dikoordinasi oleh Kementerian Keuangan.

Pertanyaan mengenai sekitar penerbitan mata uang RI sering diajukan

kepada Wakil Presiden. Pertanyaan tersebut kemudian ditanggapi oleh Wakil

® Mohammad Iskandar, op.cit., him. 47.
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Presiden RI Mohammad Hatta dengan menyatakan bahwa pembuatan mata
uang RI sedang dalam proses dan tidak lama lagi akan diterbitkan.
Mengetahui sikap pemerintah RI ini, Gosen menjadi ragu akan pernyataan
Panglima Tertinggi Sekutu yang menyatakan pihak Rl mendukung peredaran
uang NICA. Akhirnya Gosen mendesak van Mook kembali agar segera
menyatakan secara resmi diterbitkan di daerah-daerah yang telah diduduki
oleh tentara NICA dan Sekutu paling tidak 1 Februari 1946. Selanjutnya
menanamkan kepercayaan kepada rakyat untuk menggunakan uang NICA.”

Upaya NICA dalam mengedarkan mata uang merah atau uang NICA
di luar Jawa dan Sumatra pada umumnya berjalan lancar. Namun, peredaran
uang di Jawa dan Sumatra banyak mengalami perlawanan dari rakyat sehingga
tidak jarang dilakukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, konflik dan
kekacauan di wilayah tersebut semakin sering terjadi. Meskipun kebijakan
NICA mendapat dukungan dari Sekutu, tetapi harus diakui pula bahwa di
kedua wilayah tersebut rakyat pribumi lebih suka menggunakan mata uang
rupiah Jepang yang semakin lama nilainya semakin merosot.

Selain itu, berdasarkan berita dari sumber Belanda menerangkan
bahwa harga uang NICA jatuh sampai 40% jika dibandingkan dengan harga
Sterling dan dollar Amerika®. Hal ini merupakan akibat dari tawaran beras

yang diberikan pemerintah Rl kepada India. Lebih jauh lagi, Surat Kabar

" Ibid., him. 48.

8 “Oeang NICA Merosot Teroes”, dalam Kedaulatan Rakjat, 03 Mei 1946,
him. 1.
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“Merdeka” mengabarkan bahwa kalangan Belanda merasa gugup karena
mereka mengetahui bahwa pemuda-pemuda Indonesia masuk keluar kampung
untuk menyelidiki orang-orang Indonesia yang mau menerima dan
menggunakan uang NICA. Akibatnya adalah banyak tukang-tukang sayur dan
pedagang-pedagang lainnya tidak mau tahu tentang uang NICA. Setiap hari
masyarakat dapat menukar uang NICA dengan uang Jepang yang masih
berlaku saat itu. Tindakan ini diambil untuk mempermudah orang-orang

belanja di pasar.®

. Persiapan Percetakan ORI

Keputusan pemerintah RI tentang pengeluaran ORI telah dkeluarkan
dan pengeluaran ORI akan dikoordinasi oleh Menteri keuangan A.A.
Maramis. Pada tanggal 24 Oktober 1945 A.A. Maramis menginstruksikan
kepada suatu tim dari Sarekat Buruh Percetakan G. Kolff & Co. Jakarta untuk
melakukan peninjauan ke beberapa daerah RI untuk menentukan tempat yang
memenuhi syarat dalam percetakan mata uang RI. Tim tersebut berpandangan
bahwa terdapat dua tempat untuk percetakan mata uang yaitu Percetakan G.
Kolff sendiri yang pada masa pendudukan Jepang juga digunakan sebagai

tempat mencetak uang Jepang dan Percetakan Nederlands Indische

% Ibid.,
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Metaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) di Kedalpayak, sebelah
selatan kota Malang, Jawa Timur.'°

Rencana penerbitan ORI semakin kuat terutama setelah mendapat
desakan masyarakat agar pemerintah RI segera mengeluarkan mata uang
sendiri. Dalam rencana penerbitan ORI ini, pemerintah RI melakukan
peninjauan kembali terhadap dua percetakan yang diusulkan oleh tim tersebut.
Dari hasil peninjauan, pemerintah RI masih beranggapan percetakan yang
dimaksud masih kurang baik dan dirasakan perlu untuk meninjau kembali
beberapa percetakan lainnya sebagai alternatif. Peninjauan dilakukan di
beberapa kota yaitu Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta dan Jakarta.'!

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 3/RO tanggal 7
November 1945, Menteri Keuangan A.A. Maramis membentuk sebuah Panitia
Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia'?. Panitia tersebut
diketuai oleh T.R.B. Sabaruddin (Direktur Bank Rakyat Indonesia) dan terdiri
dari pejabat-pejabat Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan
beberapa anggota Serikat Buruh Percetakan G. Kolff, yang bertugas untuk
menertibkan usaha pemerintah RI dalam mengeluarkan ORI tersebut.

Selanjutnya dibentuk pula panitia penyelenggara untuk mempertimbangkan

19 Oey Beng To, Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid | (1945-
1958), (Jakarta: LPPI, 1991), him. 72.

1 Mohammad Iskandar, op.cit., him. 49.

12 Nama panitia dalam tulisan ini dengan menggunakan ejaan bahasa
Indonesia yang disempurnakan.
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cara-cara menerima, menyimpan dan mengedarkan mata uang baru yang
dipimpin oleh Enang Koesnadi dari Kas Negeri Jakarta.

Panitia penyelenggara dalam proses pencetakan ORI menemukan
banyak kendala karena tidak mempunyai bahan-bahan yang justru dibutuhkan
untuk pembuatan uang tersebut.* Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan
seperti kertas, tinta, bahan kimia untuk fotografi dan sinkografi, pelat seng
untuk Kklise, ataupun alat-alat seperti mesin aduk untuk membuat tinta. Namun,
berkat bantuan sukarela dari para karyawan beberapa perusahaan asing di
Jakarta yang belum dikuasai oleh tentara Sekutu, bahan-bahan dan alat-alat itu
diperolen.** Untuk memperoleh bahan kimia dan bahan-bahan lain yang
dibutuhkan dalam pembuatan mata uang merupakan suatu perjuangan yang
memerlukan ketekunan, kelincahan, keberanian, karena bahan-bahan tersebut
berada di daerah pendudukan Sekutu.™

Pembuatan desain dan bahan-bahan dasar berupa negatif kaca
dilakukan di Percetakan Balai Pustaka, Jakarta dan Percetakan De Unie untuk
membuat gambar litografi yang dikerjakan oleh Bunyamin Surjoharjo. Pelukis
pertama ORI adalah Abdulsalam dan Soerono. Offset uang pertama Kkali
dilakukan oleh Percetakan RI Salemba di Jakarta yang berada di bawah

Kementerian Penerangan.

3 Sumitro Djojohadikusumo, Persoalan Ekonomi di Indonesia, (Djakarta:
Indira, 1953), him. 22.

14 Oey Beng To, op.cit., him. 73.

Bibid.,
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Akhir Desember 1945 semua pekerjaan yang berhubungan dengan
persiapan pengeluaran ORI terpaksa dihentikan. Hal ini dikarenakan keadaan
Jakarta yang pada waktu itu menjadi ibukota negara berada di bawah
pendudukan militer Sekutu dan tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan
percetakan ORI tersebut. Selain itu, mulai awal Januari 1946, pemerintah RI
memindahkan ibukota negara ke Yogyakarta, maka beberapa ratus rim
lembaran 100 rupiah yang belum diberi nomor seri dan segala bahan serta alat
yang perlu bersama para karyawan dan keluarganya dipindahkan juga ke
Yogyakarta.

Proses pencetakan dan penerbitan ORI kemudian dilanjutkan kembali
di wilayah yang masih dikuasai RI, yaitu di Yogyakarta, Surakarta, dan
pencetakan NIMEF di Kedalpayak daerah Malang dengan memanfaatkan
berbagai percetakan swasta yang relatif modern pada waktu itu.’® Pemerintah
juga menghimbau kepada kantor-kantor polisi di Jawa dan Madura untuk
mengadakan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pencetakan ORI
dengan mengunjungi perusahaan percetakan tersebut 2 atau 3 kali dalam
sebulan. Selain itu juga mengadakan kontrol terhadap kertas yang dipakai.
Dengan menggunakan kertas dari pabrik kertas Padalarang dan pabrik kertas

Leces (dekat Probolinggo).’” Daerah Surakarta dibentuk panitia khusus

1 Oey Beng To, op.cit., him 76.

7 Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949, Pengumuman Menteri
Dalam Negeri Mengenai Kertas Pencetakan ORI No. R. 1-1-2., 9 November
1946. Lihat lampiran 2, him. 106.
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dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. M/489 tanggal 16 September
1946 untuk mengatur dan mengawasi pekerjaan pencetakan uang.

Sebelum ORI dikeluarkan, pemerintah RI mengambil langkah-langkah
‘pengamanan moneter’, antara lain mulai menarik mata uang Hindia-Belanda
dan uang Jepang dari peredaran di wilayah yang masih dikuasai oleh
pemerintah RI dengan cara yang sedikit merugikan masyarakat'® Pencetakan
ORI pada bulan Januari 1946 yang ditandatangani oleh R.A.S. Winarno dan
Joenoet Ramli. Uang yang mula-mula dicetak adalah lembaran uang 100
rupiah.

Pencetakan pertama dapat dikatakan dilakukan di Pencetakan Negara.
Meskipun pemerintah Rl sudah membentuk Bank Negara Indonesia
berdasarkan Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 dan
diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh Mohammad Hatta. Dalam
kenyataannya, fungsi sirkulasi Bank Negara Indonesia tidak berjalan, bahkan
lebih banyak bergerak keperkreditan komersial dan bertindak sebagai bank
umum.’® Bank Negara Indonesia juga tidak dapat menjalankan fungsinya
sebagai Bank Sentral yang berlangsung sampai tahun 1950.

The idea of implementing monetary policy through a central bank was

provided since the early stages of Indonesian independence as reflected
in the elucidation of the 1945 constitution of Republik Indonesia. Bank

'8 Sedikit merugikan karena berarti orang-orang yang banyak mempunyai
uang Jepang terutama petani (penghasil satu-satunya pada masa Jepang) tidak
memiliki kesempatan untuk menukar uang. Lihat Sumitro Djojohadikusumo,
op.cit., him. 23.

9 Anonim, Kilasan Sejarah dan Peranan Bank Indonesia Yogyakarta,
(Yogyakarta: Kantor Cabang Bl Yogyakarta, tt), him. 4.
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Negara Indonesia was established in 1946 to act as the central bank of
the country. However, due to a counting struggle against the Dutch even
after the proclamation of independence, the central bank was not active
until 1950.%
Kutipan di atas dapat dikatakan bahwa Bank Negara Indonesia sejak
tahun 1946 telah berfungsi sebagai bank sentral. Namun, fungsi Bank Negara
Indonesia sebagai bank sentral atau bank sirkulasi tidak berjalan dalam

menjalankan fungsinya sampai tahun 1950.

C. Pengeluaran ORI

Penarikan uang dari peredaran di masyarakat tidak mungkin dilakukan
mendadak atau langsung menghentikan uang karena pasti akan sangat
merugikan masyarakat dan mengacaukan perekonomian, maka pemerintah
memutuskan untuk menarik kedua macam uang tersebut secara berangsur-
angsur dari peredaran. Selain itu, masuknya NICA ke wilayah Indonesia
membuat wilayah Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu daerah pendudukan
yang dikuasai NICA dan daerah RI sendiri. Dengan terpecahnya wilayah
Indonesia, pemerintah RI mengatur laju jumlah uang yang beredar di
masyarakat dengan membatasi keluar masuknya uang dari luar ke daerah yang
dikuasai pemerintah R1.%

Tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintah RI adalah melarang

orang membawa uang lebih dari 1.000,- (uang Jepang) dari daerah karisidenan

20 Binhadi, Financial Sector Deregulation Banking Development and
Monetary Policy, (Jakarta: IBI, 1995), him. 9.

21 M. Dawam Rahardjo, op.cit., hIm. 50.
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Jakarta, Semarang, Surabaya, Bogor, dan Priangan (ibukotanya telah diduduki
Belanda) ke daerah-daerah lain di Jawa dan Madura, tanpa meminta izin
terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.?? Serta melarang
membawa uang dari luar masuk ke pulau Jawa dan Madura melebihi 5.000,-
(uang Jepang) tanpa izin dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian.
Pelarangan ini mulai diberlakukan tanggal 22 Juni 1946 untuk mencegah
“penyerbuan” uang dari lain daerah ke daerah yang dikuasai RI, serta
mengatur persiapan penggantian uang Jepang dengan ORI1.%

Tindakan lanjutan dari pemerintah adalah membuat rancangan
Undang-Undang (UU) pengeluaran ORI. Rancangan UU berisi tentang
himbauan kepada masyarakat, perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain
untuk menyimpan sebagian besar uangnya di bank, UU kemudian diserahkan
pada BP KNIP pada tanggal 26 September 1946. BP KNIP menerima baik
rencana undang-undang pengeluaran ORI. Sehingga dikatakan bahwa
persiapan-persiapan untuk mengeluarkan ORI itu telah mendekati
penyelesaian.?

Keharusan masyarakat, perusahaan-perusahaan dan badan-badan lain
untuk menyimpan sebagian besar uang di bank pada bank- bank yang di

tunjuk seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank

22 Undang-undang No. 10/1946, tanggal 22 Juni 1946 dalam “Himpunan
Undang-undang Peraturan-peraturan, Penetapan Pemerintah RI” tahun 1946 oleh
Koesnodiprodjo, him 45-46. Lihat Oey Beng To, op.cit., him. 76.

23 |bid, him. 77.

24 «Sekitar Pengeloearan Oeang Repoeblik”, dalam Kedaulatan Rakjat, 1
Oktober 1946, him. 1.
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Tabungan Pos / Bank lain yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan®.
Keharusan ini mulai diberlakukan mulai tanggal 15 Juli 1946 untuk Jawa dan
Madura. Sedangkan uang yang tidak wajib disimpan di bank adalah uang
sejumlah f 50,- (uang Jepang) bagi setiap penduduk untuk kepentingan sehari-
hari dan sejumlah uang yang diperlukan guna melanjutkan usahanya.
Kewajiban menyimpan uang di bank dikukuhkan dengan Undang-undang
No.18 tanggal 1 Oktober 1946. Dalam pasal 8, disebutkan penetapan waktu
mulai berlakunya ORI akan menentukan pula hari ketidakberlakuan uang yang
sebelumnya sebagai alat pembayaran yang sah.

Uang Hindia-Belanda dan uang De Javasche Bank juga harus disimpan
seluruhnya di bank. Untuk uang Hindia-Belanda sejak masa pendudukan
Jepang sudah hilang dari peredaran karena ditahan oleh penguasa Jepang dan
masyarakat. Uang tersebut menjadi benda perdagangan yang harganya setiap
kali berubah menurut situasi dan keadaan pada waktu itu. Selain itu, pada
dearah pendudukan Belanda sebagian besar telah ditukar dengan uang
NICA.?

Pemerintah selanjutnya mengeluarkan undang-undang No.17 tahun
1946 tentang pengeluaran ORI. Penetapan undang-undang sebagai berikut,
yaitu Pasal 1 mengenai penetapan pemerintah mengeluarkan ORI; Pasal 2

yaitu tentang dasar penukaran ORI dengan uang yang masih berlaku dan

2% “persiapan Pengeloearan Oeang Repoeblik: Beberapa Hal jang Wadjib
Diperhatikan Umum”, dalam Kedaulatan Rakjat, 4 Oktober 1946, him. 1.

26 Oey Beng To, loc.cit.,
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tindakan uang ini akan ditetapkan undang-undang lain; Pasal 3 berisi tentang
macam, warna dan jenis harga ORI dan uang kertas ORI dikeluarkan dengan
jenis harga 100 rupiah, 10 rupiah, 5 rupiah, 1 rupiah, 50 sen, 10 sen, 5 sen dan
1 sen.”

Sebelum ORI benar-benar dikeluarkan, pemerintah melakukan
tindakan persiapan pengeluaran kembali guna memudahkan penukaran uang
yang masih berlaku. Selain itu, pemerintah RI juga menarik kembali peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang No.3 tahun 1946 tentang menyimpan
uang di bank. Undang-Undang tentang menyimpan uang di bank hanya
diterapkan di Jawa dan Madura. Sedangkan untuk daerah luar Jawa dan
Madura akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam pasal 1 ditetapkan
bahwa sebelum tanggal 16 Oktober 1946 segenap uang tunai harus di simpan
pada suatu bank yang ditunjuk untuk menerima uang simpanan. Pasal 9
tentang apa yang akan diterima apabila uang yang seharusnya di simpan dalam
bank tidak disimpan akan menerima kesulitan karena uang tidak akan diterima
untuk ditukar dengan ORI.%®

Selanjutnya pemerintah Rl mengeluarkan Undang-undang No. 18
tahun 1946 sebagai pengganti Undang-undang No.3 tahun 1946. Undang-
undang ini berisi tentang tata cata pembayaran hutang, hukuman terhadap

orang, pimpinan badan atau pegawai yang berkewajiban apabila melanggar

2t “Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia: Oendang-oendang
No. 17 tahun 1946, dalam Kedaulatan Rakjat, 2 Oktober 1946, him. 1.

28 «persiapan Pengeloearan Oeang Repoeblik: Beberapa Hal jang Wadjib
Diperhatikan Umum”, dalam Kedaulatan Rakjat, 4 Oktober 1946, him. 1.
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ketentuan atau tidak melaporkan hasil yang diterima, dan mengatur pihak atau
pengusut yang dapat menyelidiki pelanggaran terhadap peraturan yang telah
ditentukan.?®

Akhir Oktober 1946, uang Jepang yang disetorkan kepada bank-bank
berjumlah f 1.892 juta dan uang yang ada dalam kas negara sebesar f 264 juta.
Jumlah uang yang terkumpul diperkirakan sebesar f 2,2 miliar (uang Jepang).
Walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada sejumlah uang Jepang yang
tidak diserahkan kepada bank.*® Pemerintah RI di Yogyakarta menerbitkan
UU No.7 tahun 1946 tanggal 1 Oktober 1946 dan UU No. 19 Tahun 1946
tanggal 25 Oktober 1946 dalam rangka mendukung penerbitan ORI tersebut.

Pemerintah RI selanjutnya mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1946.
Undang-undang ini mengatur tentang dasar nilai ORI, dasar penukaran ORI
dengan uang Jepang, cara pembayaran utang lama yang belum lunas pada
waktu mulai diberlakukannya ORI, penetapan saat berlakunya uang serta
menyerahkan kepada Menteri Kemakmuran untuk menetapkan harga-harga
maksimum bagi barang-barang yang dipandang perlu. Pasal 1 ditetapkan nilai
dasar ORI, yaitu 10 rupiah ORI sama dengan emas murni seberat 5 gram.
Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar harga yang tetap
dengan mata uang baru, juga terhadap uang asing. Pasal 2 mengatur dasar

penukaran ORI dengan uang Jepang, nilai tukar 1 rupiah ORI setara 50 rupiah

2 «Oendang-Oendang Tentang Kewadjiban Menjimpan Oeang Dalam
bank: Oendang-Oendang No. 18 Tahun 1946”, dalam Kedaulatan Rakjat, 9
Oktober 1946, him. 1.

%0 Oey Beng To, op.cit., him. 77.
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Jepang untuk wilayah Jawa dan Madura dan 100 rupiah Jepang untuk luar
Jawa dan Madura.

Pasal 3 mengatur pembayaran hutang yang belum dibayar lunas pada
saat ORI berlaku dengan ketentuan, apabila hutang dilakukan sebelum tanggal
1 Januari 1943 maka 1 ORI sama dengan 1 rupiah sebelum ORI berlaku;
apabila hutang terjadi pada tanggal 1 Januari 1943 sampai 1 Januari 1946
maka 1 ORI sama dengan 20 rupiah sebelum ORI berlaku; dan apabila hutang
terjadi tanggal 1 Januari 1946 sampai tahun sesudahnya maka 1 ORI sama
dengan 50 rupiah sebelum ORI berlaku. Setelah Undang-undang ini
diberlakukan maka pembayaran hutang harus dibayar dengan menggunakan
ORI. Pasal 4 mengumumkan bahwa uang Jepang tidak berlaku lagi sebagai
alat pembayaran yang sah sejak dimulainya hari pemberlakuan ORI yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selain mata uang Jepang akan diatur
dikemudian hari.*

Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1946% diberlakukan ORI sebagai
alat pembayaran yang sah. Pertama kali ORI yang diterbitkan adalah emisi

Jakarta, yaitu mata uang yang telah dipersiapkan dan ditandatangani pada

31 «“Oendang-Oendang No. 19 (Oendang-Oendang Tentang Pengeloearan
Oeang Repoeblik Indonesia I1)”, dalam Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober 1946.
Undang-undang ini juga tercantum dalam lampiran 1 Arsip kementerian
penerangan, him. 103 — 105.

%2 penerbitan ORI secara resmi pada tanggal 30 Oktober kemudian
ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Hari Keuangan dengan SK Menteri
Keuangan No. 380 tanggal 11 Oktober 1978.



65

November 1945 di Jakarta.*® Sebelumnya, pemberlakuan ORI didahului
dengan pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui Radio Republik
Indonesia (RRI) Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946. Dalam pidatonya
antara lain mengatakan sebagai berikut:

Besok tanggal 30 Oktober 1946 satoe hari jang mengandoeng sedjarah

bagi tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoepan baroe. Besok

moelai beredar Oeang Repoeblik Indonesia sebagai satoe-satoenja alat

pembajaran jang sah. Moelai poekoel 12 tengah malam nanti, oeang

Djepang jang selama ini beredar sebagai oeang jang sah, tidak lakoe lagi.

Beserta dengan uang Djepang itoe ikoet poela tidak lakoe oeang

Javasche bank. Dengan ini toetoeplah soeatoe masa dalam sedjarah

keoeangan Repoeblik Indonesia. Masa jang penoeh dengan penderitaan

dan kesoekaran bagi rakijat kita!.*

Adanya pidato tersebut memberikan sambutan tanggal 30 Oktober
1946 tentang hari yang mengandung sejarah bagi Indonesia yaitu sejarah
keuangan RI dengan mulai diberlakukannya ORI. Mata uang pertama setelah
merdeka yang dikeluarkan oleh pemerintahan sendiri sebagai alat pembayaran
yang sah. Berlakunya ORI diikuti dengan tidak berlakunya uang Jepang
maupun uang De Javasche Bank.
Perusahan-perusahaan diberikan kesempatan sampai tanggl 29 Oktober

1946 untuk menyimpan uangnya di dalam bank. Sehingga mulai tanggal 30

Oktober 1946 bank-bank tidak diizinkan menerima uang simpanan lagi.*®

Menteri Keuangan RI juga mengeluarkan Keputusan No. Ss/1/35 tanggal 29

%% Mohammad Iskandar, op.cit., him. 51.

¥ Mohammad Hatta, “Keloearnja Oeang Repoeblik Hari Bersedjarah:
Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 Okt”, dalam Merdeka, 31 Oktober 1946. Lihat
lampiran 13, him. 127.

% «“Pengoemoeman Kementerian Keoeangan”, dalam Kedaulatan Rakjat,
28 Oktober 1946, him. 1.
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Oktober tentang berlakunya ORI secara sah pada tanggal 30 Oktober 1946
pukul 00.00 serta penarikan uang Hindia-Belanda dan uang Jepang dari
peredaran. Penukaran mata uang Jepang hanya dilakukan dengan perantaraan
bank yang ditunjuk, seperti Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia,
Bank Tabungan Pos, bank Surakarta, Bank Nasional dan Pegadaian Negara.*
Pemerintah RI pada awal pemberlakuan ORI memberikan kepada
penduduk satu rupiah untuk mengganti sisa uang Jepang yang masih
dipunyainya.” Sebagaimana telah dikemukakan, ORI mulai diberlakukan
pada tanggal 30 Oktober 1946 dan tidak berlakunya mata uang yang
sebelumnya sebagai sebagai alat pembayaran yang sah pada hari diberlakukan
ORI tersebut. Untuk mencegah agar mata uang selain ORI masuk ke wilayah
RI, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun
1946 yang isinya tentang larangan membawa uang keluar dari Pulau jawa dan
Madura. Selain itu, pada hari yang sama Menteri Keuangan mengeluarkan
ketetapan yang berkaitan dengan penarikan uang tabungan atau yang disimpan
di bank sejak tanggal 31 Oktober 1946 sebagai berikut:
1. Penarikan maksimum Rp 100 setiap bulan;
2. Penarikan maksimum Rp 300 dalam hal:
a. Penyimpan melangsungkan perkawinan atau mengawinkan anak;

b. Istri penyimpan atau penyimpan sendiri melahirkan

%€ Oey Beng To, op.cit., him. 78.

3 “Oendang-Oendang Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik

Indonesia”, dalam Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober 1946, him. 1.
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c. Penyimpan sendiri atau anggota keluarga tanggungannya sakit keras
atau meninggal;

3. Bagi perusahaan, dengan menunjukkan gaji, penarikan maksimum Rp
2000 setiap bulan; untuk ongkos-ongkos lain maksimum Rp. 250 setiap
minggu;

4. Bagi badan hukum bukan perusahaan, untuk penbayaran gaji dan ongkos

lain, penarikan maksimum Rp 500 setiap bulan.*®

D. Penyebaran ORI

Sebelum penyebaran uang ORI dilaksanakan, pemerintah RI membuat
surat edaran yang ditujukan kepada pejabat daerah dan kantor kas negara yang
berisi tentang permintaan agar para pejabat secara serentak dalam
menyebarkan uang ORI. Hasil cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan
Madura dalam gerbong-gerbong kereta api dengan pengawalan yang ketat
agar tidak dirampok di tengah jalan suatu hal yang mudah terjadi karena ORI
hanya dibungkus secara darurat, yakni dalam keranjang-keranjang bekas.*

Kurangnya sarana dan prasarana yang pengangkutan dan pengamanan
peredaran ORI mengalami kesulitan. Sehingga pemberlakuan ORI lebih
dipusatkan di Pulau Jawa dan Madura. Untuk daerah Sumatra peredaran ORI
masih belum terjangkau karena kesukaran-kesukaran dalam lapangan teknik

dan politik. Sehingga untuk daerah Sumatra uang Jepang masih berlaku

%8 Oey Beng To, op.cit., him 82.

3 Ibid., him. 78.
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sebagai alat pembayaran yang sah, disamping uang RI untuk provinsi
Sumatera sampai pertengahan 1948.%° Selain itu, pihak Belanda-NICA selalu
berusaha menghalangi beredarnya mata uang RI yang baru dikeluarkan
tersebut. Upaya Belanda vyaitu dengan cara memalsukan ORI dan
memasukkan serta mengedarkan uang NICA ke wilayah yang dikuasai oleh
RI.

Peredaran ORI mendapatkan sambutan masyarakat yang tidak
diperhitungkan oleh Belanda. Dukungan terhadap ORI tidak hanya datang dari
masyarakat yang berada di wilayah yang dikuasai oleh RI, melainkan juga dari
kalangan masyarakat yang berada di daerah pendudukan Sekutu dan Belanda.
Sebagai contoh, seorang tukang becak di Jakarta lebih memilih 20 sen ORI
dari pada f1 uang NICA sebagai upah mengangkut penumpangnya. Kemudian
di Tanah Pasar Abang, seorang pedagang ayam menawarkan dagangannya 50
ORI, tetapi jika dibayar uang NICA harganya f2. “Uang kita menang, kata
rakyat Jakarta”, demikian salah satu judul yang dimuat surat kabar Rakyat
yang terbit di Jakarta.** Untuk beberapa pasar tradisional Jakarta, transaksi
perdagangan sering menggunakan ORI. Sehingga dapat dikatakan nilai ORI
semakin menguat terhadap uang NICA.

Penukaran uang antara ORI dengan uang NICA setelah agresi militer

Belanda mengalami penurunan, namun kemudian menguat kembali karena

0 Saubari, Dua Tahun Uang Republik Indonesia, Sikap Th 1l No. 10, 17
Maret 1949. Lihat lampiran 11, him. 122.

41 Mohammad Iskandar, loc.cit.,
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adanya dukungan dari masyarakat untuk pemerintah RI. Hal ini membuat nilai
tukar antara dua mata uang tersebut adalah 1:5 kemudian melemah menjadi
1:7, setelah itu ORI menguat lagi menjadi 1:3 dan 1:2.*> Menguatnya ORI di
daerah pendudukan bukan semata-mata karena masyarakat percaya terhadap
jaminan pemerintah terhadap uang tersebut, melainkan lebih pada kesadaran
masyarakat yang tinggi dan dukungan politis masyarakat kepada pemerintah
RI.

Tidak semua warga berani langsung menolak atau menerima ORI
terutama untuk daerah perbatasan. Masyarakat yang berada di daerah
perbatasan merasa kebingungan untuk menyimpan ORI karena takut diketahui
tentara NICA. Sebaliknya, penduduk juga takut menyimpan uang NICA
karena sewaktu-waktu para pejuang RI muncul di daerahnya.”* Selain itu,
pemerintah juga memberikan wewenang kepada polisi untuk mengawasi
peredaran uang, lancarnya peredaran uang, nilai uang, keluar masuknya uang
ke dan dari daerah pendudukan; memberantas penimbunan uang yang dapat
mengacaukan peredaran ORI, perdagangan mata uang yang berarti membeda-
bedakan nilai uang dengan harga yang telah ditetapkan; dan menyelidiki

pencetakan uang palsu apakah ada faktor politik, pengaruh uang palsu, dan

2 Tim Penulis LP3ES, loc.cit., him. 50.

*3 M. Dawam Rahardjo, op.cit., him. 49.
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sebab-sebab yang menimbulkan naik turunnya nilai uang RI.** Seperti
pengawasan pembawaan ORI dari daerah pendudukan di daerah Boyolali.*®

Pemerintah RI telah menerbitkan lima emisi ORI dari bulan Oktober
1946 sampai dengan bulan Desember 1949. Lima emisi ORI itu adalah emisi
pertama ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A Maramis di Yogyakarta
pada tanggal 30 Oktober 1946; emisi kedua yang ditandatangani oleh Menteri
Keuangan Sjafruddin Prawiranegara di Jakarta pada tanggal 1 Januari 1947;
emisi ketiga ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A Maramis di
Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 1947; emisi keempat ditandatangani oleh
Menteri Keuangan ad interim Mohammad Hatta di Yogyakarta pada tanggal
23 Agustus 1948, dan emisi kelima ditandatangani oleh Menteri Keuangan
Lukman Hakim di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1949 dengan kata-
kata “Rupiah Baru”.*

Emisi keempat memiliki suatu keunikan dari pada emisi yang lain,
karena nilai nominalnya yang tidak lazim. Nilai pecahan ORI emisi keempat

adalah 40, 75, 400, dan 600 rupiah. Namun, ORI yang pecahan 600 rupiah

belum sempat diedarkan ke masyarakat.

* Arsip Kepolisian Negara Rl 1947-1949, Peraturan Pemerintah tentang

Tugas: Pedoman Pekerjaan Sub. Bagian Economie terkait pengawasan peredaran
uang. Lihat lampiran 3, him. 108.

* Arsip Kepolisian Negara Rl 1947-1949, Kantor Polisi Kabupaten

Bojolali No. 358, Pembawaan ORI Baru dari Daerah Pendudukan, 30 Januari
1948. Lihat lampiran 6, him. 113.

6 Mohammad Iskandar, op.cit., him 56.
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Pencetakan dan pengeluaran ORI terhenti pada saat ibukota RI di
Yogyakarta berhasil diduduki pihak Belanda sebagai akibat dari penyerbuan
aksi militer kedua. Pada tanggal 19 Desember 1949, seluruh bank dan
kekayaan bank berupa ratusan juta ORI serta barang-barang berharga lainnya
juga dikuasai Belanda.*’ Selanjutnya, pemerintah pendudukan Belanda
membayar semua pengeluaran seperti seperti gaji pegawai dan karyawan
dengan menggunakan uang NICA (uang merah). Meskipun demikian, masih
terdapat suatu panitia setempat yang membantu secara rahasia kepada para
pegawai yang masih setia terhadap RI dengan cara membagi uang logam
Hindia Belanda yang masih tersimpan pada Kas Negara Y ogyakarta.

Pendudukan Belanda di Yogyakarta pada awalnya telah menyebabkan
nilai tukar ORI terhadap uang NICA mengalami kemerosotan. Namun hal ini
tidak berlangsung lama, karena para pedagang dan orang-orang kota yang
memerlukan komoditi dari desa-desa harus mencari ORI karena petani di
desa-desa tidak mau barangnya dibayar dengan mata uang NICA dan hanya
mau menerima ORI. Akibatnya, nilai ORI yang sempat terpuruk dari kurs Rp
50 per f1 (NICA) menjadi Rp 500 per f1 kemudian membaik kembali menjadi
Rp 130 per f1 lalu menjadi Rp 90 per f2. Hal ini memperlihatkan bahwa

dukungan petani sangat mempengaruhi nilai tukar kedua jenis mata uang

* Muchdarsyah Sinungan, Uang & Bank, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
1991), him. 138.
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tersebut. Apalagi setelah Serangan Umum 1 Maret 1949, yang disusul dengan
pengumuman Sri Sultan No.1/11, nilai ORI semakin membaik.*

Meskipun awalnya peredaran uang NICA di Yogyakarta sempat
membuat masyarakat bimbang dan ragu. Hal ini dipahami oleh Sri Sultan
Hamengkubuwono [IX selaku Menteri Koordinator Keamanan. Dalam
mengatasi masalah tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono 1X menerbitkan
pengumuman No. 1 /11 tanggal 1 Juli 1949 yang berisi bahwa ORI tetap
merupakan alat pembayaran yang sah disamping uang yang telah beredar
(uang NICA) karena pendudukan Belanda. Adapun nilai tukar kedua jenis
mata uang tersebut pemerintah tidak menetapkan, harga semuanya diserahkan
kepada kekuatan pasar, serta untuk kantor-kantor yang menerima atau
mengeluarkan uang (seperti Kas Negara, Kantor Pajak, Kantor Pos, dan lain-
lain) dapat memberi keterangan tentang aturan-aturan kantornya masing-

masing.*

E. Pengeluaran Urida
Keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya tenaga yang
mengerti tentang keuangan, cukup membuat pemerintah Rl mengalami
kesulitan dalam menyebarkan ORI ke seluruh wilayah yang dikuasainya.

Keadaan ini semakin parah setelah pihak Belanda (NICA) melakukan agresi

8 Mohammad Iskandar, loc.cit.,

9 Surat Pengumuman Menteri Agama RI Koordinator Keamanan No.1/11
Tahun 1949 tentang Uang RI (URI) Tetap sebagai Alat Pembayaran yang Sah,
Juli 1949. (Arsip Daerah Yogyakarta). Lihat lampiran 10, him. 119.
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militer pertama pada tahun 1947. Untuk mengatasi kemungkinan langkanya
ORI di daerah-daerah tertentu yang mungkin saja dimanfaatkan oleh NICA
untuk mengedarkan mata uangnya, pemerintah Rl mengeluarkan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1947 tanggal 26 Agustus 1947 yang
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan mata
uang atau alat pembayaran sementara yang sah, yang berlaku secara terbatas
di daerah masing-masing. Semua penerbitan uang itu akan dijamin oleh
pemerintah pusat dan mata uang tersebut dapat ditukar dengan ORI. Atas
dasar itu, pemerintah daerah tingkat provinsi, karesidenan dan kabupaten
menerbitkan Uang Republik Indonesia Daerah atau dikenal dengan Urida.*

Urida pertama di Pulau Jawa adalah Uang Kertas Darurat untuk
Daerah Banten (Uridab). Emisi pertama uang itu (emisi Serang) tertanggal 15
Desember 1947, terdiri dari pecahan Rp 1, Rp 5, Rp 10, dan Rp 25 yang
ditandatangani oleh Residen Banten dan Panitia Keuangan. Dasar hukumnya
adalah Instruksi Presiden Pusat RI kepada K.H. Achmad Chatib, untuk
mencetak dan menerbitkan uang daerah yang berlaku sementara.
Pencetakannya dilakukan dipercetakan Serang di Serang, Banten. Kemudian
disusul pengeluaran emisi kedua yang tertanggal 11 Agustus 1948 yang terdiri
dari pecahan Rp50 yang ditandatangani oleh Dewan Pertahanan Daerah dan
Kepala Pejabatan Keuangan Dewan Pertahanan Daerah.

Daerah Yogyakarta menerbitkan Surat Tanda Penerimaan Uang untuk

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari pecahan Rp2,50, Rp5, dan

0 pada waktu itu sudah banyak daerah yang menggunakan “u” untuk
menggantikan “oe”. Lihat Mohammad Iskandar, op.cit., him. 57.
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Rp10. Surat Tanda Penerimaan itu ditandatangani oleh Sri Sultan
Hamengkubuwono [IX, tertanggal 10 November 1948. Begitu juga daerah
Surakarta, Surat Tanda Penerimaan Uang yang ditandatangani oleh Kepala
Militer Daerah Surakarta Urusan Civiel Residen. Surat tersebut diedarkan 1
November 1949 dan berlaku sampai dengan 1 Mei 1950.

Daerah yang dikuasai oleh para gerilyawan RI juga mengedarkan
Kupon ORI sebagai pengganti uang resmi ORI. Kupon itu berlaku sah sebagai
alat pembayaran dengan nilai tukar Rp10 Bank Dunia Merdeka RI. Kupon itu
ditulis dikeluarkan di “tempat” tahun 1948 yang ditandatangani oleh Kepala
departemen Keuangan/ Perekonomian K. G. Honggodjojo.

Daerah di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera juga mengeluarkan Urida.
Urida yang pertama kali di Pulau Sumatera adalah Uang Republik Indonesia
Daerah Sumatera atau URIPS®. Emisi pertama tertanggal 11 April 1947 yang
dibuat berdasarkan Maklumat Gubernur Sumatera Tengku Mohammad Hassan
N0.92/K.O. tanggal 8 April 1947 yang berlaku di wilayah Propinsi Sumatera
atau sebagian wilayah tersebut. URIPS dijamin oleh Pemerintah Pusat RI dan
kemudian ditukar dengan ORI dengan nilai tukar 1:1. Akibat agresi militer
Belanda di daerah Pemantang Siantar, percetakan URIPS yang semula berada
di Pemantar Siantar dipindahkan ke Bukittinggi. Selanjutnya meluaskan
peredaran URIPS ke berbagai daerah Sumatera. Semua emisi URIPS yang
diterbitkan ditandatangani oleh Tengku Mohammad Hassan. URIPS emisi

Bukittinggi yang diterbitkan sampai dengan tahun 1948 berjumlah 13. Selain

> Foto URIPS terlihat pada lampiran 14, him. 128.
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di Bukittinggi, di beberapa daerah juga menerbitkan mata uang RI di
daerahnya masing-masing, seperti di Aceh, Riau dan Palembang. >

Secara keseluruhan, sampai akhir 1949 tercatat ada 27 jenis Urida
termaksud Kupon Getah. Kupon Getah merupakan alat penukaran senilai karet
yang diperjualbelikan dan hanya berlaku di koperasi kebun Wingfoot. Kupon
itu ditandatangani oleh Pengurus Kebun dan Wakil Buruh. Selengkapnya jenis
mata uang tersebut adalah (1)URIPS; (2) Uridab; (3) Surat Tanda Penerimaan
Uang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta; (4) Kupon ORI untuk Daerah
Gerilya RI; (5) Surat Tanda Penerimaan untuk Daerah karisidenan Surakarta;
(6) Bon Pemerintah Negara Rl Kabupaten Asahan; (7) Tanda Pembayaran Sah
buat Sumatera di Karesidenan Aceh; (8) Mandar PMR untuk Karesidenan
Bengkulu; (9) Tanda Pembayaran Sah Sementara untuk Bengkulu; (10) Tanda
Pembayaran sah untuk Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan; (11) Kupon
Penukaran untuk Jambi; (12) Uang Tukaran untuk Kabupaten karo; (13) Uang
untuk kabupaten Labuan Batu; (14) Mandat Pertahanan untuk Daerah
Karesidenan Lampung; (15) Tanda Pembayaran yang Sah untuk Daerah
Karesidenan Lampung; (16) Alat Pembayaran untuk Kabupaten Nias; (17)
Mandat Daerah Pertahanan Daerah Palembang untuk Daerah Palembang; (18)
Tanda Pembayaran yang Sah untuk daerah Pemantang Siantar; (19) Tanda

Pembayaran yang Sah untuk Daerah Sumatera Utara; (20) Alat Pembayaran

52 Mohammad Iskandar, op.cit., him. 57.
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untuk Daerah Tapanuli; (21) Tanda Pembayaran yang Sah berlaku untuk
Sumatera selatan.>®

Di samping 21 jenis mata uang tersebut, komunitas pedagang
keturunan Tionghoa di Kecamatan Limapuluh, kabupaten Asahan, juga
mengeluarkan alat pembayaran sementara. Mereka menerbitkan alat
pembayaran setelah mendapat izin dari pemerintah setempat. Berkaitan
dengan masa berlakunya Urida, pada tanggal 13 Desember 1948 pemerintah
pusat menerbitkan PP No.76 Tahun 1948 yang menyebutkan bahwa masa
berlakunya Urida akan diatur tersendiri oleh Menteri Keuangan.

Peranan Urida semakin penting terutama setelah Belanda melakukan
agresi militer Il pada tahun akhir 1948. Akibat agresi pemerintahan RI
ditangkap Belanda. Pimpinan kemudian dialihkan kepada Sjafruddin
Prawiranegara yang membentuk Pemerintahan Darurat Rl (PDRI) di Sumatera
Barat. Sebagai pemimpin tertinggi, Sjafruddin Prawiragenara harus bekerja
keras mengatasi masalah langkanya ORI di wilayah pedalaman RI. Keadaan
itu antara lain terekam dari bunyi telegram Menteri Keuangan PDRI Lukman
Hakim kepada Pemerintah daerah Karesidenan Jambi yang berisi petunjuk
untuk mencetak ORI bagi keperluan daerah Jambi dan lainnya. Meskipun awal
pendudukan Belanda berdampak pada merosotnya ORI, tetapi lama-lama nilai
ORI kembali menguat atas dukungan kota-kota kecil dan daerah-daerah

pedesaan yang tidak mau menerima uang NICA.

53 Ibid, him. 58.
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Pihak RI menjadikan situasi tersebut sebagai “modal” perundingan
dengan pihak Belanda mengenai alat pembayaran yang sah di wilayah
Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam perundingan, Sri Sultan Hamengkubuwono
IX dengan tegas menolak usulan pihak Belanda yang mendesak agar
digunakan mata uang NICA sebagai alat pembayaran yang sah sampai
terbentuknya pemerintahan RIS (Republik Indonesia Serikat). Akhirnya
Belanda terpaksa menerima desakan pihak RI setelah melihat kenyataan
bahwa rakyat di Yogyakarta lebih menyukai dan menerima mata uang ORI
dari pada mata uang NICA meskipun secara fisik mata uang yang disebut

terakhir itu lebih bisa dipertanggungjawabkan.

. Penarikan ORI dan URIDA

Pencapaian kesepakatan akhirnya dapat tercapai antara pemerintah RI
dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang ditandatangani pada
akhir November 1949. Pasal-pasal yang berkaitan khusus dengan masalah
moneter (keuangan) dan perbankan adalah pasal 14 (keuangan) dan 19
(perbankan). Dalam pasal 19 disebutkan bahwa yang menjadi bank sirkulasi
Republik Indonesia serikat (RIS) adalah De Javasche Bank (DJB). Selama
RIS masih berutang kepada Belanda, maka RIS akan bermusyarah dengan
pihak Belanda antara lain dalam hal (1) jika hendak mengubah undang-undang
mata uang maupun undang-undang DJB yang berlaku pada waktu pengkuan

kedaulatan, (2) jika hendak membuat undang-undang mata uang dan undang-
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undang bank sirkulasi yang baru. Isi perjanjian KMB mulai berlaku tanggal 27
Desember 1949.

Konsekuensi  setelah pengakuan kedaulatan 1949 berdasarkan
Maklumat Menteri Keuangan tanggal 1 Januari 1950 adalah penarikan uang
ORI dan sejenisnya dari peredaran yang bersifatnya sebagai alat pembayaran
yang sah terhitung dari 1 Mei 1950 dan menggantikannya dengan mata uang
RIS atau uang De Javasche Bank (uang federal).”* Masa berlaku ORI dan
sejenisnya sebagai alat pembayaran yang sah ditetapkan sampai dengan
tanggal 1 Mei 1950. Adapun masa penukaran uang itu dibatasi hingga 21 Juni
1950.

Dalam rangka penukaran ORI dan Urida dengan mata uang baru RIS,
Menteri Keuangan RIS menetapkan sebagai berikut:

1. Kurs yang berbeda setiap mata uang ORI, yaitu berdasarkan daya beli
masing-masing;

2. Setiap orang hanya diperbolehkan menukar maksimum f50. Kelebihan
ORI harus diserahkan kepada Bank Negara Indonesia untuk dibekukan.

Dari ketetapan di atas setiap orang hanya diperbolehkan menukar
maksimum f50. Sedangkan kelebihannya harus diserahkan kepada Bank
Negara Indonesia untuk dibekukan. Sehingga hasil penukaran ORI dengan
uang DJB yang baru hanya mencapai 60 juta.® Jumlah tersebut amat rendah

karena jumlah uang yang dapat ditukarkan dibatasi dan banyak ORI yang

> M. Dawan Rahardjo, op.cit., him 54.

% |bid, him. 55.
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ternyata dipalsukan, meskipun telah ada upaya dari pemerintah tentang
pengedaran uang palsu dengan menekan cara pembayaran dengan

menggunakan perantaraan bank-bank pemerintah.*®

*® Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949, Peraturan Pemerintah No.
14 Tahun 1948 Mengenai Perantaraan Bank-Bank Pemerintah Dalam
Pengedaran uang Berhubung Dengan Adanya Uang Palsu. Lihat lampiran 5, him.
110 -112.



BAB IV
PENGARUH ORI DALAM BIDANG
POLITIK DAN EKONOMI
A. Pengaruh ORI dalam Bidang Politik
1. ORI sebagai Lambang Negara Merdeka

Pemberlakuan ORI mempunyai manfaat yang sangat besar bagi
bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dan pengakuan
kedaulatan atas RI. Meskipun awalnya pengusulan pengeluaran ORI masih
diragukan olen Mohammad Hatta, akan tetapi setelah berdiskusi lebih
lanjut pemerintah Rl menyetujui dikeluarkannya ORI yang tidak hanya
sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah melainkan juga sebagai
lambang negara yang merdeka.® Beredarnya mata uang ORI mempunyai
pengaruh besar dalam bidang politik. Perlunya pemerintah mengeluarkan
mata uang sendiri dengan alasan bahwa negara Indonesia merupakan
negara baru dan karena itu perlu mencetak mata uang baru sebagai
lambang negara merdeka dan berdaulat penuh terhadap kemerdekaannya.
Selain itu, pemberlakuan ORI sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah bukan
negara asing.

Pemberlakuan ORI merupakan tanda kemerdekaan negara RI. Hal
ini dikarenakan dengan mencetak uang sendiri dapat membuktikan bahwa

bangsa Indonesia telah berdiri sendiri dan dipimpin oleh bangsa sendiri

! “Bung Hatta Mengabdi pada Tjita-tjita Perjoangan Bangsa”, Lihat Oey
Beng To, Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958), (Jakarta:
LPPI, 1991), him. 71-72.

80
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yang terlihat dalam gambar yang berada di uang kertas tersebut. Selain itu,
dengan mengeluarkan ORI (mata uang sendiri) memperlihatkan suatu
etikad pemerintah untuk meletakkan dasar kemakmuran rakyat bagi
masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tujuannya untuk menjadikan
kemakmuran rakyat sebagai pedoman dalam menjalankan roda
pemerintahan RI.? Sejalan dengan pemberlakuan ORI pula, pemerintah
menjalankan politik perbaikan upah dan perbaikan harga barang-barang
penghasilan tani. Pemerintah RI telah berusaha mengambil segala tindakan
yang bukan saja untuk menjaga harga uang, tetapi juga mengurangi secara
berangsur-angsur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Etikad baik
pemerintah ini terlihat masyarakat sehingga masyarakat menyambut
dengan gembira terhadap pemberlakuan ORI tersebut. Meskipun
pemerintah tidak dapat maksimal dalam menjamin nilai ORI tersebut.
Pemberlakuan ORI membuat kemerdekaan Indonesia menjadi
lebih lengkap. Pada saat diberlakukannya ORI dan tidak lagi berlakunya
uang Jepang sedikit merugikan masyarakat dan banyak kendala dalam
proses pemberlakuannya, namun pemberlakuan ORI tetap berjalan.

Adanya ORI juga dimaksudkan agar lebih cepat ORI dikeluarkan dan uang

2 Mohammad Hatta, “Keloearnja Oeang Repoeblik Hari Bersedjarah:
Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 Okt”, dalam Merdeka, 31 Oktober 1948. Lihat
lampiran 13, him. 127.
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Jepang ditarik dari peredaran di masyarakat, maka keadaan akan menjadi
lebih baik.®

Apabila pemerintah RI tidak segera mencetak uang ORI dan segera
memberlakukannya pada saat itu, kemungkinan banyak orang yang masih
meragukan bahwa negara Rl benar-benar sudah bebas dari penjajahan
Belanda dan merdeka dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini
seperti yang dilakukan oleh pihak Belanda pada saat ingin membuktikan
bahwa kekuasaan Belanda masih ada setelah 17 Agustus 1945 adalah
dengan mencetak dan mengedarkan mata uang NICA atau mata uang
merah dalam peredaran di masyarakat setelah Jepang kalah terhadap
Sekutu. Walaupun dalam peredarannya tidak jarang menimbulkan suatu
bentrokan antara pedagang dengan pembayar atau pengguna uang NICA.*

Adanya pemberlakuan ORI membuat jiwa rakyat Indonesia lebih
erat dengan adanya ORI tersebut, semakin bertambah kepercayaannya
akan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Bagi
sebagian besar rakyat tidak mudah menanamkan arti mempunyai bendera
sendiri, bahasa sendiri maupun lagu sendiri yang merupakan tanda dan arti
bahwa Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Namun dengan

memegang, melihat dan menggunakan ORI dalam kehidupan sehari-hari

¥ Soemanang, “Oeang Repoeblik”, dalam Kedaulatan Rakjat, 28 Oktober
1946. Lihat lampiran 12, him. 126.

* Jai Singh Yadav, “Mengamati Uang, Melacak Sejarah”, dalam Kompas,
30 Oktober 1991, him. 16.
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secara sederhana rakyat dapat melihat dan merasakan bahwa Indonesia
sudah menjadi negara yang merdeka penuh.®

Berlakunya ORI juga memperlihatkan identitas bangsa Indonesia
yang terlihat dari penggambaran dinamika perjuangan dan ciri bangsa
Indonesia dalam perwujudan fisik sebuah mata uang baik kertas maupun
logam. Selain itu, kepercayaan rakyat terhadap uang sangat berkaitan
dengan kekuatan negara dalam menginginkan dan mempertahankan
kemerdekaan, seperti kejadian di negara Tiongkok.

Negara Tiongkok pernah mengalami suatu keadaan yang
menyedihkan, bangsa Tionghoa dan pedagang-pedagang yang katanya
cinta kepada nusa dan bangsa lebih menghargai uang negara asing
daripada uang yang dikeluarkan oleh negaranya sendiri. Perbuatan
demikian terlihat seperti tidak menginginkan kemerdekaan 100%. Jika
suatu negara mengeluarkan mata uang baru namun setelah dikeluarkannya
uang tersebut masyarakat lebih menghargai uang asing berarti rakyat
negara tersebut masih memberikan kesempatan bangsa asing untuk
mengeksploitasi baik kekayaan alam maupun mengekploitasi manusianya
dari negaranya sendiri dan juga dengan sendirinya akan melemahkan
pemerintahan yang ada.

Pemerintah RI kemudian berusaha agar apa yang terjadi di

Tiongkok tidak akan terjadi di Indonesia. Sehingga pemerintah RI

® “Kesan? Sekitar Beredarnja Oeang Repoeblik: Oeang Kita Mempoenjai

Kekoeatan Gaib Oentoek Rakjat Djelata”, dalam Merdeka, 1 November 1946,

him. 1.
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memberi penerangan agar setiap warga negaranya merasa mempunyai dan
bertanggung jawab terhadap lancarnya peredaran ORI di masyarakat.
Meskipun penerangan tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal pula
oleh pemerintah RI karena keadaan politik dan ekonomi saat itu, tetapi
dengan tingginya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah merupakan
dukungan yang tidak ternilai dan tidak terlihat.

Banyak rakyat bangga menggunakan ORI dalam kehidupan mereka
dan menolak menggunakan uang NICA. Hal ini merupakan bentuk
keinginan rakyat yang benar-benar menginginkan suatu kemerdekaan
penuh dalam segala aspek kehidupan.® Antusias rakyat terhadap
pemberlakuan ORI tidak terduga terlihat dari banyak pedagang-pedagang
yang menawarkan dagangannya asal dibayar dengan ORI, melihat ORI
dengan ketetapan hati bahwa tanah tumpah darahnya benar-benar sudah
merdeka.’

Negara baru dengan segala cita-cita dan semangatnya seakan-akan
menjelma dalam tiap-tiap lembaran uang kertas tersebut. Gelombang rasa
bangga disertai kesadaran akan negaranya meliputi seluruh masyarakat.
Lebih nyata sekarang bagi rakyat melihat wujud negaranya yang selama
itu hanya terbayang-bayang agak jauh. Membuat rakyat semakin

bertambah tebal rasa kenegaraan dan rasa solidaritas masyarakat terhadap

® “Hormati Oeang Repoeblik Kita”, dalam Merdeka, 31 Oktober 1946,
him. 2.

7 “Kesan? Sekitar Beredarnja Oeang Repoeblik: Oeang Kita Mempoenjai
Kekoeatan Gaib Oentoek Rakjat Djelata”, loc.cit.,
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pemerintah dengan adanya ORI tersebut.® Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa pemberlakuan ORI menjadi suatu lambang negara
merdeka serta sebagai alat untuk memperkenalkan negaranya kepada

khalayak umum.

2. ORI sebagai Alat Perjuangan

ORI merupakan mata uang pertama Indonesia yang dikeluarkan
oleh pemerintah RI setelah memproklamasikan kemerdekaannya. Uang
tersebut dikeluarkan pemerintah guna mengganti mata uang yang masih
berlaku saat itu, seperti uang De Javasche Bank antara tahun 1925-1941,
uang pemerintah Hindia-Belanda tahun 1940-1941, dan uang Jepang.

Sebagai negara yang baru saja berdiri, perjuangan bangsa
Indonesia sudah tentu masih terpusat pada usaha menegakkan dan
membela kedaulatan negara Indonesia terhadap Belanda yang ingin
kembali berkuasa di Indonesia. Dalam pembiayaan revolusi, lazimnya
suatu negara yang stabil biasanya menggunakan pendapatan nasional dan
apabila tidak mencukupi dilakukan dengan melakukan meningkatkan
pungutan pajak serta mengadakan pinjaman. Namun, sebagai negara yang
baru saja berdiri sarana dan prasarana belum mamadai untuk melakukan
hal tersebut dan kemungkinan sangat kecil untuk dapat dilaksanakan,

sehingga cara yang ditempuh yaitu dengan cara “definit financing”, yaitu

® Saubari, “Dua Tahun Uang Republik Indonesia”, Majalah Sikap, 31
Maret 1949. Lihat lampiran 11, him. 124.
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menciptakan daya beli melalui pencetakan uang kertas. Definit financing
dalam pelaksanaannya hanya tergantung pada tersedianya kemungkinan
untuk mencetak uang kertas baru.’

Tidak adanya jalan lain yang baik dan efisien dalam membiayai
revolusi, maka pemberlakuan ORI merupakan cara untuk memecahkan
masalah pembiayaan revolusi yang paling baik saat itu. Pemberlakuan
uang ORI tersebut digunakan untuk membiayai berbagai keperluan
sebagai negara yang baru berdiri seperti mendukung administrasi dan
memperkuat tentara-tentara Indonesia saat mempertahankan negara.
Dengan adanya ORI ini pemerintah RI berusaha untuk menata kembali
bangsa Indonesia.

Pemberlakuan ORI banyak menemui kendala di dalamnya. Pada
awal percetakan ORI, pemerintah masih berada di Jakarta. Namun, pada
saat memberlakukan ORI, pemerintah negara Rl sudah pindah ke
Yogyakarta yang pada waktu itu di anggap lebih aman. Dalam sejarah
kemerdekaan Indonesia, ORI tercatat sebagai alat yang mempersatukan
tekad seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama pemerintah RI
berjuang menegakkan kemerdekaan RI yang seutuhya. Selain itu, ORI

juga telah menjalankan peranannya sebagai alat perjuangan karena dapat

% Oey Beng To, Sejarah Kebijakan Moneter Jilid | (1945-1958), (Jakarta:
LPPI, 1991), him. 83.
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membiayai beraneka keperluan negara yang baru berdiri termasuk untuk
mempertahankan kemerdekaan.

Menurut Galbraith, pencetakan uang kertas di Amerika yang
mendapat restu dari Congres (Parlemen Amerika Serikat) itulah yang
dengan cepat disebut sebagai “An instrument of revolution”, alat
perjuangan revolusi. Begitu juga dengan ORI yang juga merupakan suatu
“instrument of revolution”, karena telah mendukung dan memungkinkan
pemerintah Rl mengatur administrasiya, mengorganisir dan memperkuat
tentaranya, serta memelihara keamanan, Kketertiban dan mengurus
kesejahteraan rakyat dalam berperang melawan Belanda.™*

Agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda menjadikan
wilayah yang dikuasai pemerintah RI bertambah polarisasi, setiap agresi
militer mengakibatkan masalah-masalah sosial ekonomi yang cukup serius
bagi pemerintah RI. Agresi militer Belanda juga menyebabkan semakin
menyempitnya daerah yang dikuasai pemerintah Rl dan semakin
berkurangnya sumber ekonomi. Hal ini disebabkan banyak daerah yang
subur terutama perkebunan-perkebunan menjadi sasaran utama Belanda
dalam agresi tersebut. Sedangkan masalah pengungsian dan kepadatan
penduduk di wilayah RI semakin meningkat. Di lain pihak, perundingan-
perundingan memaksa pemerintah RI untuk memperkuat kontrol dari

kekuatan-kekuatan sosial revolusioner dan politis dalam tubuh RI sendiri.

1% 1pid., him. 69.

1 Ibid, him. 70.
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Sehingga dengan diberlakukannya ORI sangat memperkuat pemerintah RI
dalam menjalankan pemerintahan.*?

Meskipun pada agresi militer Belanda 11, Yogyakarta dan pimpinan
RI berhasil ditawan Belanda, serta seiring dengan meningkatnya keperluan
pembiayaan peperangan maka pencetakan dan pengeluaran ORI semakin
pesat pula. Jumlah ORI yang dikeluarkan sampai tahun 1949 diperkirakan
sekitar 6 milyar.*®> Namun, perlu untuk diketahui bahwa penguasaan kota-
kota dan jalan-jalan utama saat agresi militer Belanda Il hanya dapat
dikuasai Belanda pada siang hari. Sedangkan pedesaan dan malam hari
dalam kekuasaan RI.** Sehingga semakin lama menimbulkan keresahan
bagi orang NICA yang ingin membeli barang. Dengan demikian dapat
dikatakan meskipun situasi tidak menentu, ORI tetap terbukti mampu

membangkitkan rasa solidaritas serta rasa nasionalisme rakyat Indonesia.

B. Pengaruh ORI dalam Bidang Ekonomi
1. ORI sebagai Alat Pembayaran
Bagi masyarakat yang modern, uang adalah suatu kebutuhan yang
mutlak baik untuk perseorangan maupun untuk negara yang harus

memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Awalnya uang ORI

2 Onghokham, “Revolusi Indonesia: Mitos dan Realitas” Prisma No. 8
Tahun X1V, (Jakarta: LP3ES, 1985) him. 9.

3 Laporan De Javasche Bank 1945-1950, Lihat Oey Beng To, op.cit.,
him. 42.

% Ipid, him. 10.
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digunakan sebagai alat penukar barang. Mula-mula orang menjual barang
dan karena menjual tadi ia menerima uang. Kedua, ORI digunakan sebagai
alat pengukur harga karena nilainya yang tidak mudah berubah-ubah.
Sehingga uang ORI mempunyai arti juga sebagai alat pembayaran bagi
masyarakat Indonesia. Syarat terpenting agar uang dapat dijadikan sebagai
alat penukar, pengukur harga dan alat pembayaran berjalan baik maka
harga uang tersebut harus tetap dan tidak mudah berubah terhadap harga
barang-barang.’®

Hubungan kausalitas antara jumlah uang yang beredar dengan
inflasi di Indonesia terdapat adanya umpan balik dua arah. Pengaruh
ekspansi moneter terhadap inflasi bersifat lebih signifikan dan pasti
dibandingkan pengaruh sebaliknya, yaitu inflasi terhadap ekspansi
moneter. ORI ditandatangani oleh Menteri Keuangan A.A. Maramis dan
diberi tanggal 17 Oktober 1945, mulai beredar tanggal 30 Oktober 1946
dan ditarik kembali pada bulan Maret 1950. Sehingga pemberlakuan ORI
di Indonesia tidak berlangsung lama yaitu hanya berlangsung selama 3
tahun 5 bulan.'®

Pemberlakuan ORI dimaksudkan sebagai alat pembayaran yang
sah di seluruh daerah yang masih dikuasai oleh pemerintah RI pada waktu

itu, meliputi sebagian besar pulau Jawa dan Madura serta Pulau Sumatra.

> Soemitro Djojohadikoesoemo, “Kedoedoekan Oeang Terhadap

Perseorangan dan Negara”, dalam Merdeka, 24 September 1946, him. 1.

16 Setelah ORI ditarik kembali, maka uang yang dikeluarkan pemerintah
RI selanjutnya tidak lagi diberi nama ORI oleh masyarakat.
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Akan tetapi kendala dalam bidang pengangkutan menyebabkan ORI tidak
sempat diedarkan di pulau Sumatra. Sebagai alat pembayaran yang sah RI,
pada akhir 1947, di beberapa daerah Sumatera telah dikeluarkan
bermacam-macam Urida dengan nama bermacam-macam pula seperti:
Oeang Repoeblik Propinsi Sumatera (ORIPS), Uang Republik Indonesia
Sumatera Utara (URISU), Uang Republik Indonesia Daerah Djambi
(URIDJA), Uang Republik Indonesia Daerah Aceh (URIDA), Oeang
Repoeblik Indonesia Daerah Tapanoeli (ORITA).

Bersamaan dengan penggantian ORI dengan uang federal (uang
baru RIS) yang dikeluarkan oleh De Javache Bank yang saat itu berfungsi
sebagai bank sirkulasi dalam bulan Maret 1950, maka sebagai konsekuensi
dari kesepakatan KMB, maka jenis-jenis uang yang telah diedarkan oleh
pemerintah baik ORI maupun Urida ditarik kembali. Meskipun demikian,
untuk daerah Yogyakarta setelah KMB masih sebagian besar masih
menggunakan ORI namun dengan nilai yang tidak ditentukan atau sesuai
dengan pasar. Selain itu, pemulihan ekonomi negara Indonesia tidak dapat
berlangsung berkesinambungan karena stabilitas nilai tukar uang federal

saat itu masih belum tetap.

. ORI sebagai Pembiayaan Revolusi
Keuangan negara tidak dapat mengorganisasi sebagaimana
mestinya dan anggaran tidak dapat dibereskan selama pengeluaran-

pengeluaran untuk pertahanan terhadap agresi militer Belanda yang
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sewaktu-waktu dapat meletus masih dibutuhkan.” Sebagaian besar
pengeluaran uang guna memenuhi kebutuhan keuangan negara. Dalam
fungsinya sebagai alat pembiayaan Revolusi terhadap Belanda. ORI dapat
disamakan dengan ‘“‘continental money” (disebut juga “greenback’), yang
dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat selama “War of
Independent” terhadap kerajaan Inggris (1776-1783). Mengenai uang
tersebut, Professor J.K. Galbraith mengatakan dalam bukunya'®, bahwa
uang kertas yang dikeluarkan oleh negara-negara bekas koloni itulah yang
sesungguhnya membiayai revolusi Amerika. Pinjaman-pinjaman yang
dilakukan di luar negeri tidak banyak artinya. Pinjaman-pinjaman tersebut
lebih banyak simbol saja.

Persamaan ORI dengan uang kertas Amerika Serikat dalam
membiayai revolusi pada batas-batas tertentu, berlaku pula terhadap
stabilitas nilai dari kedua uang tersebut. Dalam 1781 “continental money”
(yang mulai diedarkan 1776) mempunyai nilai hanya 1/1000 (satu per
seribu) dari nilai awalnya. Begitu juga stabilitas ORI pun tidak dapat
bertahan lama. Berbagai faktor telah menyebabkan nilainya turun dengan
sangat drastis dalam waktu yang singkat, meskipun tidak sehebat

kemerosotan nilai “continental money” dari Amerika Serikat.

7 Sumitro Djojohadikusumo, Persoalan Ekonomi di Indonesia, (Jakarta:
Indira, 1953), him. 24.

18 John Kenneth Galraith, “Money Whence it Came Where it When”, hal.
70 dst., Batam Books, New York, 1975. Lihat Oey Beng To, op.cit., him. 70.



92

C. Dampak ORI dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Agresi militer Belanda pertama mempengaruhi pemberlakuan ORI.
Semenjak adanya agresi militer tersebut, biaya untuk pertahanan negara
Indonesia menjadi beban negara yang diperkirakan hingga 40 — 50% dari
anggaran negara. Dengan demikian keadaan ekonomipun bertambah buruk
berhubung dengan adanya serangan militer yang membuat harga ORI turun
drastis dan harga-harga barang makin tambah meningkat.*®

Pemberlakuan ORI yang dimulai pada tanggal 30 Oktober 1946 dan
segala mata uang Jepang dinyatakan tidak berlaku. Namun, pemberlakuan
ORI juga menimbulkan sedikit kerugian pada petani di daerah-daerah desa.
Hal ini dikarenakan selama pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan RI,
petani inilah yang hampir menjadi penghasil satu-satunya. Para petani
mempunyai jumlah uang Jepang yang tidak sedikit yang didapatkan sebagai
pengganti barang yang mereka jual. Namun, karena kepercayaan masyarakat
yang sangat tinggi terhadap pemerintah Rl membuat rakyat rela berkorban
demi nusa dan bangsa yang membuat kedudukan pemerintah RI menjadi
semakin kuat dalam kedudukan negaranya. Meskipun menurut teori dan
perhitungan biasa, pemerintah Rl sudah lama jatuh karena kehabisan uang,
justru bertambah kokoh dan teratur semua karena didorong dan dijunjung oleh
kepercayaan. Tanpa kepercayaan masyarakat tentu suatu pemerintahan yang

baru berdiri tidak dapat bertahan lama. Hal ini berarti partisipasi masyarakat

9 Saubari, “Dua Tahun Uang Republik Indonesia”, Majalah Sikap, 07
April 1949. Lihat lampiran 11, him. 125.
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dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan RI merupakan suatu
yang sangat mendukung adanya pemerintahan negara RI.

Meskipun di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah RI terdapat
berbagai jenis mata uang dalam peredaran di masyarakat dengan nilai tukar
yang berbeda-beda yang mengakibatkan timbulkan kenaikan harga dan
banyak terjadi penimbuan terhadap komoditi ekspor secara besar-besaran.?
Namun, rakyat masih memberikan dukungan pada pemerintah dalam
menjalankan roda pemerintahan dengan cara tetap menggunakan ORI dalam
kehidupan sehari-hari. Sehingga pada waktu nilai ORI turun drastis setelah
Belanda melakukan agresi kedua, mata uang ORI tetap digunakan masyarakat
kecil yang membuat nilai ORI naik kembali dengan menggunakan ORI seperti
suatu kebanggaan bagi masyarakat.

Pemberlakuan ORI dan Urida nyaris tanpa jaminan yang jelas dari
pemerintah, namun adanya ORI mampu menyatukan kaum pedagang dan
petani di pedesaan semacam ‘“collective action” melawan pihak Belanda.
Dengan adanya dukungan dan kenyataan rakyat telah berhasil membantu
pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap

kebijakannya, salah satunya penggunaan ORI maupun Urida.?

20 M. Dawam Rahardjo, Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa,
(Jakarta: LP3ES, 1955), him. 55.

! Mohammad Iskandar, “Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi”
Jurnal Sejarah, (Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia, 2004), him. 61.
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Rakyat tetap menyambut kegembiraan sangat besar terhadap
pemberlakuan ORI. ORI bukanlah sebagai alat penukaran saja melainkan juga
sebagai alat pengukur harga dan alat pembayaran.?* Rakyat menerima dengan
baik meskipun pada kenyataannya pemberlakuan ORI tersebut tidak gampang.
Pemberlakuan ORI menjadi kebanggaan dan kepercayaan bagi masyarakat.
ORI bukan saja merupakan soal ekonomi maupuan soal politik, akan tetapi
soal psikologi, jiwa, hati, dan soal kepercayaan rakyat. Kepercayaan rakyat

inilah yang merupakan tiang pertama dari keuangan negara.?

22 saubari, loc.cit.,

2% Soemanang, “Oeang Repoeblik”, dalam Kedaulatan Rakjat, 28 Oktober
1946, him. 1. Lihat lampiran 12, him. 126.



BAB V
KESIMPULAN

Keadaan politik dan moneter Indonesia pada saat pemberlakuan ORI
sudah tentu tidak berjalan normal, selain baru saja berdiri untuk sarana dan
prasarana yang menunjang roda pemerintahan masih sangat senderhana
sekali. Dalam bidang politik yaitu terjadinya konflik intern antara pemerintah
dengan PKI yang memuncak dengan adanya pemberontakan PKI tahun 1948,
pemberontakan ini melemahkan bangsa Indonesia dalam menghadapi
Belanda. Kedaan politik semakin buruk ketika Belanda melakukan agresi
militer Belanda | pada tahun 1947 dan agrasi militer 1l pada tahun 1948 yang
diakhiri dengan Konferensi Meja Bundar (KMB). Selain itu, ketidakamanan
kota Jakarta membuat ibukota negara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.
Begitu juga pusat bank Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta dan menempati
gedung bekas Javasche Bank.

Dalam bidang ekonomi juga tidak jauh berbeda dengan keadaan politik,
terjadi peredaran uang Jepang di masyarakat yang tidak terkendali dan
menimbulkan hiperinflasi. Hal ini bertambah buruk ketika Belanda
melakukan blokade laut pada bulan November 1945 yang dilakukan dengan
keras oleh pihak Belanda. Selain itu, kas negara hampir kosong karena
digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan maupun mempertahankan
kemerdekaan.

Dalam menghadapi keadaan politik dan ekonomi, salah satu cara yang

dikeluarkan oleh pemerintah adalah pengeluaran ORI. ORI merupakan mata
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uang pertama yang dikeluarkan pemerintah setelah kemerdekaan yang dicetak
dalam negara sendiri. Tujuan utama dari pemberlakuan ORI sendiri adalah
monetary reform yang dikenal dengan istilah politik sanering uang
(penyehatan uang), yaitu tindakan pemerintah untuk menghilangkan kondisi
mata uang tidak sehat yang beredar dalam masyarakat dengan cara
memperbaharui nilai mata uang atau mengganti uang lama dengan
mengeluarkan uang baru. ORI mulai diberlakukan pada tanggal 30 Oktober
1946.

Pemberlakuan ORI ini menjadi pemecahan masalah karena pada saat itu
apabila dilakukan dengan memungut pajak lebih tinggi merupakan hal yang
tidak mungkin dilakukan saat itu dan apabila melakukan peminjaman
nasional juga masih belum dapat dilakukan pula untuk menjalankan dan
membiayai roda pemerintahan RI. Selain itu, pemberlakuan ORI secara
langsung dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dari masyarakat.
Meskipun pada saat pemberlakuan ORI bersamaan dengan uang NICA
menimbulkan kesulitan bagi penduduk daerah perbatasan antara daerah yang
dikuasai pemerintah RI dengan yang diduduki oleh NICA. Setelah Belanda
melakukan agresi pertama maka pemerintah memberikan wewenang pada
daerah dalam mengeluarkan Urida (Uang Republik Daerah) tahun 1947 yang
bertujuan agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan uang.

Setelah adanya perjanjian KMB dan mendapat pengakuan kedaulatan
dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia menjadi berbentuk

Serikat. Sebagai konsekuensinya uang yang diberlakukan oleh pemerintah



97

baik ORI maupun Urida yang pada saat itu sebagai alat pembayaran yang sah
ditarik dari peredaran di masyarakat dan diganti dengan uang feredal yang
dikeluarkan oleh De Javansche Bank yang dipilih sebagai bank sirkulasi.

Pemberlakuan ORI mempunyai pengaruh dalam kehidupan politik dan
ekonomi. Dalam bidang politik, adanya ORI dapat memperlihatkan bahwa
bangsa Indonesia sudah merdeka dan berdaulat penuh tanpa campur tangan
bangsa lain. Bagi rakyat sendiri dengan memegang, melihat dan
menggunakan ORI dalam kehidupan sehari-hari secara sederhana dalam
pemikiran mereka membuat semakin tebal rasa kebangsaan sebagai bangsa
yang merdeka dan bentuk partisipasi rakyat dalam mempertahankan
kemerdekaan RI. Selain itu, pemberlakuan ORI digunakan sebagai alat
perjuangan bangsa Indonesia dan alat ukur penyatuan bangsa dengan tetap
menggunakan ORI.

Pengaruh dalam bidang ekonomi yaitu ORI digunakan sebagai alat
pembayaran yang sah sebagai pengganti mata uang pendudukan Jepang,
memperlancar perekonomian masyarakat Indonesia. Selain itu, peredaran
uang di masyarakat menjadi berkurang, karena terjadi penarikan mata uang
Jepang Selain itu, pencetakan ORI juga dimaksudkan untuk membiayai
berbagai macam keperluan dalam menjalankan roda pemerintahan seperti
membentuk berbagai jawatan yang mendukung dalam menjalankan roda
pemerintahan, membiayai segala administrasi yang diperlukan, membiayai
peperangan melawan Belanda yang masih ingin kembali berkuasa dan secara

umum membiayai revolusi Indonesia sendiri.



98

DAFTAR PUSTAKA
Buku

Aida Budiman. 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam
Setengah Abad Terakhir: buku 1 (1945-1959) Membangun Ekonomi
Nasional. Yogyakarta: Kanisius.

Anton Haryono. 2003. Dari Rakyat Legitimasi Dibangun, Kepada Rakyat
Eksploitasi Diarahkan: Indonesia Pra Kolonial, Kolonial, dan Pasca
Kolonial. Dalam Indonesia Alternatif. Yogyakarta: tp.

Daliman. 2006. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi. Yogyakarta: Jurusan
Pendidikan Sejarah Fakultas llmu Sosial dan Ekonomi UNY.

Dawam Rahardjo M, dkk. 1955. Bank Indonesia Dalam Kancah Kilasan Sejarah
Bangsa. Jakarta: LP3ES

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti. 1983. Perjuangan Mencari Sumber Dana", Prisma.
Jakarta: LP3ES.

Gottschalk, Louis. 1975. “Understanding History: A primer of Historical
Method”, a.b, Nugroho Notosusanto, Mengerti sejarah. Jakarta:
Universitas Indonesia Press.

Harry Waluya. 1993. Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan. Jakarta: PT Rineka
Cipta.

Helius Sjamsuddin. 1996. Metodologi Sejarah. Jakarta: Depertemen Pendidikan
dan Kebudayaan.

Hoetaoeroek M. 1970. Sedjarah Umum: Masa Sesudah Perang Dunia Il (1945-
1970). Djakarta: Erlangga.

Kwik Kian Gie. 1994. Analisis Ekonomi Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.

LEMHANAS. 1989. Ekonomi Pancasila. Jakarta: Aqua Prees.
Lorens Bagus. 1996. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Madelon de Keizer. 1993. “Mission Impossible”: The Intermediary Role of The
Dutch Politician and Journalist Frans Geodrart In Thr Ducth-Indonesian
Conflict, 1945-1947, Indonesia. Ithaca and Londen: Cornell Uniersity
Press.



99

Margono Djojohadikusumo. t.th. Kenang-Kenangan dari Tiga Zaman. Djakarta:
Indira.

Moedjanto, G. 1988. Indonesia Abad Ke-20 I. Yogyakarta: Kanisius.

Mohammad Hatta. 2011. Menuju Gerbang kemerdekaan Ed. Mulyawan Karim.
Jakarta: PT KOmpas Media Nusantara.

Mohammad Iskandar. 2004. “Oeang Repoeblik” dalam Kancah Revolusi, Jurnal
Sejarah Vol. 6 No. 1. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia.

Nugroho Notosusanto. 1975. Sejarah Nasional Indonesia 1V. Jakarta: Balai
Pustaka.

. 1988. Norma-Norma dalam Pemikiran dan penulisan Sejarah. Jakarta:
Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Oey Beng To. 1991. Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958).
Jakarta: LPPI.

Ricklefs, M.C,. 1998. Sejarah Indonesia Modern (terj. Dharmono
Hardjowidjono), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sartono Kartodirdjo. 1984. Modern Indonesia: Tradition & Transformation.
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi sejarah. Jakarta:
Gramedia.

, dkk. 1995. Negara dan Nasionalisme Indonesia (Ed. P.J Suwarno).
Jakarta: Grasindo.

Sritua Arif dan Deliar Noor. 2006. Negeri Terjajah: Menyingkap Illusi
Kemerdekaan. Yogyakarta: Resist Book.

Sumitro Djojohadikusumo. 1953. Persoalan Ekonomi di Indonesia. Djakarta:
Indira.

Tim Penulis LP3ES. 1995. Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa.
Jakarta: LP3ES.



100

Surat Kabar

“Oeang NICA Merosot Teroes”, dalam Kedaulatan Rakjat, 3 Mei 1946.
“Persiapan Oeang Repoeblik”, dalam Merdeka, 27 Juli 1946.

“Koers Oeang Djepang dan Belanda Sama”, dalam Merdeka, 12 Agustus 1946.
“Oeang Dari dan Ke Sumatera”, dalam Merdeka, 12 September 1946.

“Kewadjiban Menjimpan Oeang Dalam Bank”, dalam Merdeka, 12 September
1946.

“Modal Revolusi”, dalam Kedaulatan Rakjat, 17 September 1946.

Soemitro Djojohadikoesoemo, “Kedoedoekan Oeang Terhadap Perseorangan dan
Negara”, dalam Merdeka, 24 September 1946.

“Sekitar Pengeloearan Oeang Repoeblik”, dalam Kedaulatan Rakjat, 1 Oktober
1946.

“Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik, Oendang-oendang No. 7 Tahun 1946,
dalam Kedaulatan Rakjat, 2 Oktober 1946.

“Persiapan Pengeloecaran Oeang Repoeblik: Beberapa Hal Jang Wadjib
Diperhatikan Umum”, dalam Kedaulatan Rakjat, 4 Oktober 1946.

“Oendang-oendang Tentang Kewadjiban Menjimpan Oeang Dalam Bank:
Oendang-oendang No.18 Tahun 1946 (Penutup)”, dalam Kedaulatan
Rakjat, 9 Oktober 1946.

“Persiapan Pengeloearan Oeang Repoeblik: Beberapa Pendjelasan penting”,
dalam Kedaulatan Rakjat, 10 Oktober 1946.

“Keloearnja Oeang Repoeblik Ta’ Melenjapkan Inflasi”, dalam Merdeka, 14
Oktober 1946.

“Menjehatkan Keoeangan”, dalam Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober 1946.

“Oendang-oendang Tentang Pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia”, dalam
Kedaulatan Rakjat, 26 oktober 1946.

“Oendang-oendang No.19 (Oendang-oendang Tentang Pengeloearan Oeang
Repoeblik Indonesia 11, dalam Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober 1946.

“Pengoemoeman”, dalam Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober 1946.



101

“Koetipan Dari Soerat Kepoetoesan Menteri Keoeangan (Menteri Keoeangan
Sjafruddin Prawiranegara)”, dalam Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober 1946.

“Pengelocaran Oeang Repoeblik Melalui Para Pegawai”, dalam Merdeka, 26
Oktober 1946.

“Oeang Repoeblik Moelai Berlaku Tgl. 26 Okt: Peredarannja Akan Ditentoekan
Lagi”, dalam Merdeka, 26 Oktober 1946.

“Pengoemoeman Kementerian Keoeangan”, dalam Kedaulatan Rakjat, 28
Oktober 1946.

Soemanang, “Oeang Repoeblik”, dalam Kedaulatan Rakjat, 28 Oktober 1946.

“Oeang Repoeblik Berlakoe Didaerah Repoeblik”, dalam Merdeka, 28 Oktober
1946.

Mohammad Hatta, “Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 Okt: Keloearnja Oeang
Repoeblik Hari Bersedjarah”, dalam Merdeka, 31 Oktober 1946.

“Hormati Oeang Repoeblik Kita”, dalam Merdeka, 31 Oktober 1946.

“Oeang Kita Mempunjai Kekuatan Gaib Oentoek rakjat Djelata”, dalam Merdeka,
1 November 1946.

“Uang ORI Dikembalikan”, dalam Merdeka, 12 Mei 1949.

“Mengamati Uang, Melacak Sejarah”, dalam Kompas, 30 Oktober 1991.

Arsip

Arsip Surat Kementerian Keoeangan Jogjakarta No. R.1-1-2/ Rahasia terkait
dengan kertas percetakan ORI.

Arsip Kementerian Penerangan djawatan publicietit: Peraturan Pemerintah No.14
Tahun 1948 tentang perantaraan bank-bank pemerintah dalam peredaran
uang.

Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1948 tentang
kedjahatan-kedjahatan dalam keadaan bahaja jang dapat dihukum dengan
hukuman mati, salah satu isinya terkain dengan hendak menguntungkan
diri sendiri.

Arsip Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peminjaman uang kepada Bank
Rakjat di Jogja.



102

Surat Pengumuman Menteri Negara Rl Koordinator Keamanan No.1/11 tahun
1949 tentang uang RI (URI) tetap sebagai alat pembayaran yang sah, Juli
1949.

Arsip Kementerian Penerangan: Oendang-oendang No 19 th. ’46 tentang
pengeloearan Oeang Repoeblik Indonesia dan Penjelasannya.

Arsip Jawatan Kepolisian Negara No0.1382/Pam dan No0.29/ Pam tentang tabel
ORI yang resmi dari seratus rupiah hidjau.

Arsip Jawatan Kepolisian Negara No. 358/T.0/33/2/R/E terkait pembawaan ORI
baru dari daerah pendudukan.

Arsip Jawatan Kepolisian Negara tentang pedoman pekerdjaan sub bagian
ekonomie terkait dengan pengawasan peredaran uang.

Arsip Syafruddin Prawiranegara No. 1 tentang Majalah Sikap: Dua tahun uang
Republik Indonesia.

Arsip Kementerian Dalam Negeri tentang Koetipan Pemberitahuan.

Skripsi

1. Skripsi yang berjudul “Peranan Soemitro Djojohadikusumo di Bidang
Ekonomi Pada Masa Kemerdekaan-Demokrasi Parlementer (1945-1957)”
yang ditulis oleh Galuh Yeni Oktora dari Jurusan Pendidikan Sejarah, tahun
2006, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta.

2. Skripsi yang berjudul “Dinamika Bank Sentral Indonesia 1946-1968” yang
ditulis olen Handono Adam Sukhajat dari prodi limu Sejarah, tahun 2009,
Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta.



103

Lampiran 1 : “Arsip Kementerian Penerangan: Oendang-oendang No 19 th. ’46
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Lampiran 2 : “Arsip Surat Kementerian Keoeangan: No. I3.1-1-2/ Rahasia terkait
dengan kertas percetakan ORI, 9 Nov 1946.

e osenakerts, B-1-107,

Perinnl : Kertas pertjetalonm
ORI,

e s

sl . Toerosnan soerat dari Jang Moelja Mentert Keasangan
. £249=11=19L6 Ho.R,lele2 disampailnn oentoelk mend Jodl ketae
L. 9% hoean dan goena dikerdjalmn seperloen ja =

Kementerian Dalam Hegsri:

/= +" Kepada W.Kspala Bag;dzm Pemerintahan Vemeem -
P.T. Residen Bogor t { 1
d .

+5e (Oemarsaid,
: . a3 Disalin olght { R, Cemarsaid ),
" BOGOR.~ Pegawal Bﬂg.}'ata;é‘egara, : :

—ffhe gy - . :
: _--;--n'--l—'u‘-.-p------d--—'—--w----'-——-- T o 11_\'19&-----——--—-'«---—-—---—--. ------ -
KDENTERTAN KROEANGAN - - ' :

; JOGJAKARTA, Rahasia, - . Joglakarta, 9 November 1946,

TS e L e 1L % . B U

Na ‘Relela2, 3 2 By '

‘Perthal: Kervas Pertjchainn. | ‘“‘hf?°T'"3““§,*_ Palem Fegerd
LT [P e Te - - 3 ! o s o
. Tompiranm: 1, e PERIOKRTO,

o o

Bersama ini kani berltahoekan dengan hormat , bahwe berk
hogboeng dengan“0.R. I kant memandang perlo¢ zoepa ja dindalmn
tindalkan?, terhadap: kenoenglinan oentoek pemalaneannja,

. Dleh karena itoe kami mohon kepada P.T.z0cpaja dipew
rintehian kepada segenap Kantor2 Poelisi d4 Djawa dan Modoapn
oentoek: hepsda-segemap = )

© - @, mengadakan pengawasan terhadap perossahann? pertjetakan di-
g daerai/1ingkocngan Kantor? Poelisy rasing? , engawiesn mana
mizalnja dapet dilakoekan dengan mengoend Joengl prosanhaon?
: . Pertjetalkan terschoet 2 a 3 Ial1l sehoelan,dan memeriken apa
' Jang sedang dikerdjairan olen mazing? tjetak perocechaan?
Y ; * bermaksoed, b 4 : -
B, mengadalkan controle atas lertas,Tjantoh? darl keprtas Jang d4
pakal centock O.R.I.béreamn ind lami kirinkan soepa ju dibagd
bogilan ‘kepada Kantor2 Poeltsi, - ; i
.. Tentang kertas m&anx lmmi beritahockun,bahwn kene
tas sematjanm ind dibosot oleh Pabrik Kertas' di Podalarang(sska-
1 rongbddak bekerdja Yagi) dan Pabrilr Keptas Letjes oénb
o g O.IR.I.bangequ.mtamtemMy-aewh_ 2oeray pad jalk-potong den
Bsgile 3 z{i*oenis.eek.';sn_emt-mandm&. - i \ '
sty a0 - PabriX? kertas terseboet dllarans oentoek memboent doxn
/otan m&nﬂ_insql kertas sematjom 1toe kepada elarapog’ ket jocald
kepadn Kementerian Xeoeangan dan Kementerian Keoeangan mempere
- Egoenakan kertas tercebost osnsoelk keperloean? jang tertentog,
sebogaimana gertoclis diatas, _
s “aBerdasaring atas keterangan=keterangan terschoet. diam
: Jilm kertas semntiom itoe diketenoekan ditangen.lain
orang,hendaknja diselidiled aealnja kertas itoe,dan selelkns’
moengkin diberitahockan kepada kami, dengan diseptai tjontol

et
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Lampiran 3 : “Arsip Jawatan Kepolisian Negara: Pedoman pekerdjaan sub bagian
economie, pengawasan peredaran uang.”

L/ Memgumpulltan undang2, peraturars
fgorel penilbunan dar penetafan harga be
¥ 2. ushgawasl naitsud pe: 'E.mcl’-:'.'.r, penpidhinan dan
Larang? sobjeru besur-besuran.
3. mengilutl darn menjelidiki mebebnja pall turunnje hargs
barangd penting. 5 :
+e -ubiklin graphlsk harga barang? pentleg.

D. Perbreutssan perdagangar pelap.

1. Hampumulkah undangd
Bal laurungan perdug
rimen 4Ed. bd.ra..ﬁ,-,. ;

2, nenjelidikl sumbsr dan tjara dlperdagangkann’as "verbodsn

I waar" itu, ;

3+ Xempeladjerl peristiwe? Jupg mudah mr::ﬂnbulnaq/mcrrnevh:.-
sar perdaganpan gelap dan dengan tiara bi djaksoana beru-

| i « . Baba mentjogah akibatnja,

o Hembrantes uabtg sogolen dup tolpelden, terutume 41l ten-
pat2 cdekat gurls sta.tt.squo. :

« Hengawaal e ibrantes anaslr2 jasg bevoerdsren 3

gelap.

seraturand dan mailunat2
cul, pemaiialan, wenilmpsinun,

ange

C. lengawae! Dersduren usppy.

: .
1. “sprumpullzan J!‘.ftaﬂ Peraturan? dan/nallurst? jans nenre
Salm X1ta I

hai lteuar

P r(.:iur-:.n: asng
nfebuban pe

fu

B ]‘.a!.r £ RN 8
5 i kluar masuknje wang klte ke da-;z <....1*- daerak
< papdudulan,
b, _" ni ~1i1'

1 upskal dlbelakarg pembllzinan vesns elsu sda
uchtslcrunar j& . :

dlmsne pengaruh 4_1.%" pulsu jamg b

bergdur t"rh.mdp renacgal Jolta padae [‘.}IU.J,L-.,G"J. dan no

keuanzan Vegare Lkite pada 1w manAja, 2]

8. Selulu .J‘..ngd.s.vre.si lal uang wite deon menjelid

. nja jang renlubullen pell -turuanjse eilsi
G. wengawsei/mecbrapntas anasip? Jung de

berudahe akan memrosoglcan pi7lai enan

nat jer

kita.

I1tu ada

E. Pei ...T'L.."La..'ihl‘. 1intah derat dam meusgatur pemberian idzlpn kepad:
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Lampiran 4 : “Arsip Kementerian Dalam Negeri: Koetipan Pemberitahuan.”

1. b. Perdjesangsn valkjnt=torostnun tentang memasetlkan warg O,R,I.ksdaeren jamg
i % didesdeeki 2leh Balnda - mamih cdjerga dilakeekan meszkineen - zaribee zantes
sebjsm guuggesan - kadang? dengur rlkszan,pembeensshan dam penghinsan - se-
bagel tande kesatlasnm kerade Pemerimtah Republil - saban hari ta' borhentil-
] nja eremg? Jang dateng dari daerah Tiibineng ke Hager - ssatesk bDerhesbee=-
agam lungnx'Bapnk morolke,(Tirmat).0onteak mexberikan katerangam jang meres
‘ é lﬁ:s{;;:::h;):ﬂjnugu. pereke te! -i!.k-::l prang banjkik,tatapl patest sekmll
at pesmghergaam dsm pesrhatlas, _
"'5?:.:;:;'33:.313‘3 pftlnia telen memdjesrl eebeglzn dari hasi) besminja
Yepads B.F,P,P,M, daerah Tjlemss - sgar dicjossl lagl demgam harga serendah
rendahpia kepade sspesm sentesk pempertahzukes wang OR,I,djsega @iPasir =
Meentjang,Tjlavt - telsh dimdakasn {n pasay jmmg hergenja menesrset harga
Pemweriateh, - s, G0 .
el nerdiandiiay Isdexenie - Belnus jaag teleh dislsrlen sleh Pemerintak
ol ET:‘gkmj:’di;khdﬂika:ahvf1 (dizancertl)eleh sebagism etjld wasjaraket, Rak-
j:t djelaty esmosmr Ja Lelesn dapet memgawmbil keslwpeelsn eenbesn, reeginje
bt merska inginksn.-Varla lerjep segrle guagpesan? dan rasa E-tako-tul
Jang éitimbenllan =)oh fihak Belassn .~Meskipeon perderitasn 1tee senteek
worela tldak asiagz logl - dem dlsmggap Jebeghi ptg;aarbtnan pop tookuoreks,
Sehiagga hldrapnja sereka didjeamin 1004 eleh Pumerinish Rapublilk,Tetapd
peedanlhAR PERETANLAN Jepy sensentisse dlleioslan elah Pcuinpinznj: ~ falam
garle bagormjs - hssll persendlugan Peumerintah ltes daput difshami eleh me-
Rakiat, -~ -~
1001';:1;-11]”:]?.““1““2 merekas famg sslalee dipeeliseliajm i?ngn keta'atan
kepada Pemsristahnfe semdiri - Keimsjafan akan hiddeap merdsia mingkin
tognk. -~ . sk
X Fex sTRE, lh3ltlikll,ptnjikltlm,lllpli kried masih djeega marad) -
5- ﬁlbf{:‘lidllzwgltk seksll msmgadeion penggelséahan dsn psmtjeelikam iotzzz
henje dirceman =adja djsegm didjalan?,kadang? eleh M.P.Belandenja sendl
Mprhedap wang O.R. l.merska bertindak sapgat kedjsm, - tersekhun didwe-
ral Tjibinﬁn;,Tjisnreol;?.ltgoaliknn éisertal dengan penpraimjsan - terha-
dap erang? jaag mompergoenakan wang B.R.1.derl ashari o aopaﬂ. mangkin
meradjnlele jrrg sengetl tevantinm sskell tehestama smpgautss Panitys Pen=-
tjatatan Dilve - dldmerah Tjibinang - Cam tldak ssdiklt darl mereka inl Jan
g tldak ditjeelil nteu dlapiaja bahitan sampai -cnyna@ixljalnjx.azu; P&lah
tertjatat namanja sebagnl oeranz? jaag ledjam sekell dalam hal ini ja'mi
Nics Inlander Lerasmat Nimar C.P. 41 Tjisalalk, % ermmg Tieaghom nemsa Tan
Seng Wie,Tan Ssng Ble,Thie Lam Heat djesga 41 1jlaslak,

terszll dsugan ssseenggeehnje eleh:
anggaute D.M,L:II/841iwangl.

dtt. M A N,
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Lampiran 5 : “Arsip Kementerian Penerangan: Peraturan Pemerintah No.14
Tahun 1948 tentang perantaraan bank-bank pemerintah dalam
peredaran uang berhubung dengan adanya uang palsu.”

Ewwsrtevian Peneranges /
Giewatan Fublied teit III
aaise

ﬂ uung demikies ﬂu}n&n dongen peYyaniaracn Sgmk puls;
f "

Hgnglnget skan resal I Luny danghd pasal 1?_‘ Atud
’ l‘ﬂ‘hbi A lﬂn::::;m:‘::hsw den Pellumst fekil
g‘lﬂm taptoigrel 16 Oktater 184E Bu.Xj

- Hgmutunphais

Hepplapesl Ferelures temeyintah sebasel hmmt.s S
SETORAN TENTENG PRRRETLERAN BABELBANE PRUSRINTAGAD DALAE PRERL AT
= NaNG BEFATBIRG BERGAN ALANIE GABU PALED,
= 10,000 filae
3 : : welah B 30,000,-, harus
(1) ' Map pewbsieven wang jung melsbill & s » &1a
tarlaks peés das jang ekes

anters g soss, dilskukus beterapa pesbujores =X
S HEt mm :ﬂ:ﬁ i':irl. iang © gub-turul, 4,1-4&6;!1:1{1 waRd
: gbﬂl m':t.ic.m... waks pesfjt Jw Jusg nngnfihf}.\un ';g
gﬂ-’-m pendjadi lebih durd BE.10.50%-, harus #1akrbon coljis
pensts on dsdem ajet (1) _
Busel L.
Bsrang mempusjal tan mengevasi simponkn BEng, JE BEOEE
7 bari uﬁmt-mjt Siduk kuyang djunlehngs devi pade B,E0.C00
nhnm menierahims baglen jamg welobihi ¥, B0,000.« itu Eepuds Sans,
tormskuud dalam pssal 1, supaja Gleinpun untuknie.

jmdahun usng jeang Afusmlekni wolobibl H.10.000,4, kedaary
s : ; RO
{I}xmégm isin, berus ditskoken dengen peranteraan Bunk, lermssao
dslus pussk 1. .
(2)  Oatuk wosdjelanken ajat (1), wake dsorsh Istisewa Jogjmiarts o4
pandang ssbagsl sustu farssidenan,

Pasel 4o

Pursng siape solungear pernturat-poyal pran tersaksud Anlan po-

5 Yo dunde sabonui-
sal ) pemsed dsugss pesal dihuloae Sopgan Ve -

43

£
{
\



_‘

8 E.1.000.000.-; atew hne

sbk melskukun kedjsbaten terweksud, wendjedi

{6)  Disamping pegevaiep Ssng psde uwumejs berhak mengueut kedjae
botan, uska feng berisk dalen pasel fnd dalah pegewedepspuead
Zadan Pezerikssa Yensngan dan poguwai-pegawal Diswatan Pudiek

(1) h::um ini tidek Berlfm bagl Res-Kae Sogerd dun Zenter-kenisr

(2)  Povstures Pesorintsh tul mlsd eviakn 7 haxi setslsh hard pongue
T

1 . ' Bitetaphan 4 Jegjekarts

' puds tanggel 22 Juwni )48,

EAKIL PEESTHES REPUBLIK LRDOBLAIA,
t1d (HOEAMGD HATTA),-

WERTENI KEUANGAN,
ra A Eas),.

= S ad i ; .....-...

Bisanpiug usaha ustek =omperbeikl bwaliteit olat penbajaran kits,

waits parlu kiranja FonkeBenk Peserintsh menganssi -
mmwmmmmmmxm

Jung welehgper pseal 1, 41
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2 & behwe ueng jeng diterimu itw, falch
&5 helusrkee oplh Peseriatah,
s ini dnpet @lekuken, pertame kalinje 4jiks pambojapes
djunlah jeng bessyeteger; jupg melebihi P, 10.000.- dilskukar denpen poyane
ternsn Yank. Iod tidek Vervrti buhva penbajeren Jamg Rot§ilekotiil,tifnk
. 6 DeukoBamk, Weksudnje ajesdk deyl psda its,
2 vabfill emnrinteh sengamdjurken supeis segalo pewdajoyse, ketjusli Jamy dilee
) kukss sebori-herd, didialonker dengon msnggumeksa taresn Dawk,
: Jung herns menerime vang tidsk perly ehovsstir, wsng peubejsren
torsetul akan dibokn aten bahws {1 shen wendupet kosukarsh leinu, wmigsinje
wesuagee lose dan sobaginda. Djika weag peobajsran ini @butuhksn dom g
sogers ek Jung borhik seserima, soke pexbojoren terssbut skam segsvs dspet
dimmbil elohsfas Baxk s wesbububken waktn/Seughitung dfwdichoin, wengme
woed tiddk sée ua entorsna den molokulln pembubasy seperlunle.
potes Humjs 433ke womg tn todek puvlu guwnekan dongen segers, woks dapst duse
djusken supaje ditisggeldan ecxonters sndjs pada Sank.
lop wakte, 4jike uangnje §tu dibulukan, weke dopatleh djved dndc Elas-
| 4 W) derl Penk,
pe © o Tetepd, djie weng dtw hemje @ibutubken wntuk u-!“;una ponbafnran Jung
f r: ﬁa patbajerae dewikisn imd hendaknfe 44)chwkun dengse perantersin
-
) s Vatuk menghindayhen bebwe sds srsvg Jaur dengon vensadic hendsk melnpag-
| Lo kem #ivi/kevadjibon fad, dwogun vembagi-buciken powbejuremnic, sehinsgh tiop |
{ kall tidek melobihd ¥, 10.000.., seke diadaken pesbtuzes momurut passl 1
afat (), Mealnjs, ovany 3 peda Wexd Rebe membsjr kngeds sramg o Ajasded
B, B,0080,~, poda hexl feptunje in membojer legd © A, 0.000,», pemhnloyan §eny

g

fad, welobidi B 10.000.-

Epdus kalinjs, Fosmerinich hendsk membatssd poniingunen wony Jong bew
say-bensr Alueleh nie, dfike tidek poyle. Gjugs poniwbunus wung dupdiies
heujs wenbessrkan dahsfe veng priou, dex dingn meyunsk parshonduedan.

Piiks pada guslu wakly wamy Juag benjak ftu ddbutubken, wisslujs wune
tuk pewbojeree zeddl aten pembajuremeposbs joran ladn, meke dupet dieebf)

djunleh simpanee Ltu forl Pank, Samjs switadfe peids§orsmmpewbediron ftu
hemdsknjs diselessdkon selmma 7 hawd,dss dfweleh slaseje, joug malebing

b B, B0.000.-, dikembeliken lsgt dalom Dank,

' Hgtipn kelfnds, pswbawscn wang jeng djuskabngs barpul ubsptlukridu

i wbaw lobih, deslmms perdjelenes, dipandang pade sobsged susin hal joag herus

Ponindakan weng eo bonjlk itu & #11 wkukan den :
ey u Bendedngs djugn ax desaun perae

Bithkn peretupaneperotuyes Sui, jeng setepasele pudeh depat ditar 4
ﬁd utmvm, nlj:i!ﬂﬁ u:::?h“:;’.'g“: Porerintah depet bamtusm fung
bofkebaikols e wEnbersn & Yt (nun
2 a::‘m“ iy “8 babajn weng paisu don heketiousa
uk senghinderkar, behwe poretozinmes -y 4 b s
PO o s Be Beporoturen ind disbaiken suifs, ks
sard neus gelengue dulse sasjersBut degang, pegewad {
djasston, suggots Tertora dan Ea&M ::mu buntunn ‘;':3:'@9»
J» mareke veudivd mendjalankan perwivean fai dUBgRn vempuEns, CirUb WBHs
Sekeday bosukervm, Jaitu bo i engin Benk gaten Semiiish porl
handsknje djsugun dipnndang sobeg § kebiruten bessr,
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Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia
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Lampiran 6 : “Arsip Jawatan Kepolisian Negara: No. 358/T.0/33/2/R/E terkait
pembawaan ORI baru dari daerah pendudukan.”

S sga/‘r.eoﬂn,ﬁ/u/u. : i i T L o' g
Mg ' - e . ﬁ-l’b ﬁ * “-L -
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M«of} @.} ke Sk Nobe At Siba T
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Lampiran 7 : “Arsip Jawatan Kepolisian Negara: N0.382/Pam dan No0.29/ Pam
tentang tabel ORI yang resmi dari seratus rupiah hidjau.”

poldsiah BEvas ddera
W Lieonog , E
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R i 1 hormat kemi mongturken sdueh pelapu-
van tonteng hal,tarsiarnja tob el .sord lattor ORY jing reom!
mi pada pedeamng mevagei barikub;

Di vempit telah tordapat pada pedageng? tebal sarilettor
ORI reemi,{seccasmi mana t jortoh terlampir),

Adepuntebel? torschbit telah 4 buah jeng telah kami tahan
uwiuk scmenatara ach olum menda; kaputusan dar{ fihak a=
tasan, Pedageng? torsdut diamerenja mevzrengka nmendapat
dari siaren radie k,1, 16 hari jaug teleh lalu ( zelambang
tidak diterengke v), Dari peda gm ug T ionshos meneraugen itu
didapatnje dari seoreng Polisi dari Sole, 1ai ngja dari pagw

. Polisi jang tidek dikemal, - :

Akjbat dari hal tersebuwt diatas, umum sclalu ¥ gu-regu ma=~
nerime U,H,I, (dari R,100,= jang hidje, p N
Belandjutnja keml mohon da v n Sogore koputusan tentang
hel tersebut diatas, mpakeh itu mmug rosmi atau diperbo-
lehka f (kareuna kercsmianbelum ada, ferutame dari kepol i-
sien seuliri,),

Kesimpulan kami, hal ini sangt berehaja kalauZ tabel ter-

. Bébut dibawa ke daerah ponduduken,=-

Kemudie v untuk mendjedilan periksa, dan mohon de ugen hor-
mat keputusen Paduks Tuawn, - .

Kepale Polisi pempit,

Kep, pag, P,A,N,,
-{ tt, Moch, . Sutams ),
Jang menganb 11

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia
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Lampiran 8 : “Arsip Kementerian Dalam Negeri: terkait dengan peminjaman uang
kepada Bank Rakjat di Jogja, 25 Djuni 1948.”

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia
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Lampiran 9 : “Arsip Kementerian Penerangan: Undang-undang No.32 Tahun
1948 tentang peredaran uang dengan perantaraan bank.”
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Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia
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Lampiran 10 : “Pengumuman Menteri Negara Rl Koordinator Keamanan No.1/11
tahun 1949 tentang uang RI (URI) tetap sebagai alat pembayaran
yang sah, Juli 1949.”

WENTERL NEGARA REPUBLIE 1NDORESIA
: KOORDINATOR KEAMANAN,

No. I/11 Tahun 1949

wi—alege

Tentang Keuangan,

1. Uapg Republik Indonesia (URI) tetap alat pemba-

jaran sah.

2. Untuk sementara waktu untuk daerzh Istimewa
Jogjakarta kedua djenis uang jsitu URI dan uvang
jang telah beredar karena pendudukan, akan tetzp
beredar; berarti uang tersebut terachir bo'sh terus
dipergunakan.

3. Antara kedua djenis uang ifu tidak akan ditetapkan
perbandingan harga (koers) jang tetap.

4. Kantor’ Pemerintah jang menerima/mengeluarkan
uaog {misalnja Kas Negeri, Kantor Padjak, ‘Kantor
Pos, Stasion D.K.A.R.l, dll.) dapat memberikan
keterangan tentang aturan® kantornja masing’, et

Jogjakarta, 1 Djuli 1949,

Menteri Negara Republik Indonesia® ‘:*_—_://

Koordinator Keamanan,

(HAMENGKU BUWONO IX)
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Lampiran keputusan Menteri Keuangan
tg. 26 Djoeli 1947 No Kob. 13 - 28 - 10.

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia
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Lampiran 11 : “Arsip Syafruddin Prawiranegara No. 1 tentang Majalah Sikap:
Dua tahun uang Republik Indonesia.”
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Lampiran 12 : “Soemanang, “Oecang Repoeblik”, dalam Kedaulatan Rakjat, 28
Oktober 1946.”
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Sumber: Surat Kabar “Kedaulatan Rakjat”, 28 Oktober 1946.
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Lampiran 13 : “Mohammad Hatta,
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“Keloearnja Oeang Repoeblik Hari

Bersedjarah: Pidato Wakil Presiden Pd Tgl 29 Okt”, dalam

Merdeka, 31 Oktober 1946.”
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Sumber: Surat Kabar “Merdeka”, 31 Oktober 1946
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Lampiran 14 : “Foto ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Propinsi Sumatera)”

17/2.1. Beberapa jenis uang ORIPS (Oeang Republik
inijmﬁla Prgplinii ngumatta) yg mula-2 di-
eluarkan untu anda mbayaran syah
dalam daerah RI di Surﬂangma.!FF % =Y

Prop. SUmatra Utara, B:- 3972 no. B

Sumber: Koleksi Foto di Perpustakaan Nasional
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Lampiran 15 : “Foto ORIN (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Nias)”

1773.3. CRIN (Ceang Republik Indonesia Nias)
di th. 1940-an yg dikeluarkan cleh
Pemerintah Kabupaten Nias.

Prop. SUmatra Utara, B:- 3972 no. 8

Sumber: Koleksi Foto di Perpustakaan Nasional
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Lampiran 16 : “Foto-foto Uang”

Uang Jepang (Dai Nippon) atau Uang Invasi

15/03/2012

Uang Nica atau Uang Merah
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Uang ORI 50 Rupiah

Sumber : Koleksi Museum Bank Indonesia



